
KEPUTUSAIT GT'BERITUR LA}IPUITG
NoMoR : G/s91/vl.oz I H.rI 2o23

TENTANG

EVALUASI RANCAIIGAJ{ PERAAI'RAIT DAERAII
KABUPATEN PRII|GSEWU TENTAITG PERI'BAHAN AXGGARAIT PENDAPATAN

DAI{ BEL/IITJA DAERTII TAIIUI AITGGARAIT 2023 DAIT RAITCAITGAIT
PERATI'RAN BI'PATI PRINGSEUIT' TENTANG PEISJABARA.IT PERUBAIIAN

AN(X}ARAIT PEITDAPATAIT DAIT BELAI'JA DAERAII TAfiUI( AIT(X}ARAIT 2023

GUBERNIJR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (i)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-tlndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Ke{a dan
Pasal l ll arrat (ll Peratrrran P-rner-infah Nor.rCr 12 Tahun 2O19
tentang Pengelolaan Keualgan Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahurr Anggaran 2023 d,an
Rancangan Peraturar Bupati Pringsewu tentang Penjabaran
Pcrr rhahan Arrorrararr Par.rdan,rf an rlan Elalanin t-)aarah Tahr rn

Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur
sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Evaluasi yang dilakukau oleh Gubernur sebagairnana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahal Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anglaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rarrcangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahal Anggaran
Pendapatan 4*. gslanja Daerah Tahun &rygaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2023;

GUBERNUR LAMPUNG



Mengingat

a

1. Undang-Undang Ncmor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, ^farrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undaag-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahal
Daerah, (Lernbaran llegara Republik Indonesia Tahun 2O 14
Nnrnor )44 Tarnh.ahqn I -ernharan Neoara Penrrl-rlik Indnrresia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Unda;rg {Lernbaral Nega:a Republik Indonesia Tehun 202 3
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Norrror I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lenobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaral Negara RepubLk lndonesiaTahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonor 62241;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2Ol9 tentang
Panoalnlaarr l{errancran Flqerah (lprn}rcrr^n Neoar.-r }?enrr}rlilr_'- r - -_'__
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 6322|;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentaag Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tam bahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklal.ur Pcrencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah {Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78l);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2027 ter,tang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaral Pendapatan dan Belanja
Daeralt, dal Rancangan Peraturan K-epa_la Daera_h tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
43rl;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O2 1 tentang
Peratural Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2Ol8 tentang Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Talrun 2O2l Nomor 3971;

1.3. Per-atur-an Menteri Dala:n Negen Nomor 84 Tatrun 2022 ter.t-a?.g
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022Nomor972l.

.tlllrrlrt lr I tl DIrJill .

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPAI'I PRINGSI'WUTENT'ANG PENJAIJARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peratu::an Bupati Pringsewu tentanB Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Keputusan ini
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu terrtang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan
ini.
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KEEMPAT

KELIMA

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tirlak ditindaklanjuti oleh Br,rpati dan DPRD Kabr-rpaten
Pringsewu, dan Bupati Pringsewu menetapkan Ralcangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang
Perrjabaral Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati
Pringsewu, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam
Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer I-Tmr;m sesr:a.i densa.n ketentr-ran nerafrrran
perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angqaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pcndapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah
disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan
Daerah cian Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ciapat
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan rian Beianja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peratuian Bu.pati Pringsewu
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja.Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri
Dalam Negen dan Gubernur l,a-mpung paling iambat 7 (tuJuh)
hari setelah ditetapkan.
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KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
5. tnspekur Provinsi Lampurg di Bandar l,ampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar lampung.
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LAMPIRAN
KEPI ITI ISAN GI.IBERNIJR I,AMPTING
NoMoR: c I s9 1 lvr.O2 / HK I 2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TEN'IANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPA'IAN DAN BELAN.]A DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PRINGSEW-I TENTANG PENJA.BARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

EVALUASI RANCANGAN PERATURAI\. DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

Ai\iGGARAi'i PENDAPATAN DAi.i BELAIiJA DAERAI{ TAHUN ANGGARAi.I 2023

1. KEI]IJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Pprrrhahqn Anocreren Pendanatan dan R,elet'rie fteerah hanrs mendanat e,ralUaSi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Walikota, untuk itu dalam proses
pelaksanaannya agar memr:domani :

A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana tercantum dalam Tabel
1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Froses Penyusunan Perubahan APBD

I I-- l4-
Penetapan/ Persetujuan/ Surat

No

I

1 2
44417O3_t 1U.13/2023

Tanggal

3
20 JVLI 2023

4

Reviu Perubahan
RKPD

Perrbahan
Rencana Ke{a
Pemerintah
Daerah (RKPD)

Telah sesuai
(Sebelum penetapan
RKPD)

Telah sesuai
(paling tambat
minggu III bulan
Julil

Keterangan

2 6 TAHUN 2023

3 Reviu Perubahan
KUA-Perubahan
PPAS

Telah sesuai,
(sebelum
Penyampaian
Rancangan KUA

464 I -/O3.2_3 I U.t3 /\1U 2tJ23 '2A JUL| 2023

3I JULI 2023

Nomor
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Keterangan
Uraian

Penetapan/ Persetujuan / Surat
Nom'-rrNo

1 2 3 4

6

7 9OO lA42 /8.O212023 Telah Sesua.i,

(Paling lambat
Minggu ll br:lan
Septernber bagi
daerah yang
menerapkan 5 (lima)
hari kerja per
minggu

30 ACUSTUS 2023

dan Rancangan
PPAS oleh Ketua
TAPD kepada
Kepala Daerah)

9OO l6A0 iB.O2 /v l /2023 25 JUt.t 2023 Telah sesuai,
(paling lambat
minggu II bulan
Agustus)

Kesepakatan
antara Kepala
Daerah dan DPRD
6to. Pah^a6dah

Perubahan KUA
dan Rancangan
Perubahan PPAS

taotT tu.ot t2023
170 /24 / U.tt t 2023

16 ACUSTUS 2023 Tidak sesuai,
(paling lambat
minggu II bulan

1$OtA t O, t2o23
t7o l2s /u.rr /2923

Reviu Penrbahan
RKA SKPD

514 /7O3.2.3 /U.13 /tX/2023 06 SEPTEMBER 2023 Telah sesuai,
(sebelum
Penyampararr
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada
DPRD paling lambat
Minggu Iil buian
Agustus)

Penyampaian
Rancangan Perda
tentang
D^-,r-^r,^- A DE r'r

oleh Kepala
Daerah kepada
DPRD

8

2I SEF'TEMBER 2023Menyampaikan
Rancangan Perda
tentang APBD dan
Rancangan
Perkada tentang
Penjabaran APBD
kepada Gubernur
untuk dievahrasi

17o /62 /|<PTS 12023 25 SEPTEMBER

9OO 1929lB.O2l2O23

Telah Sesuai,
pa-ling lambat 3
(tiga) bulan sebelum
Tahun Anggaran
bcrkenaan berakhir

Persetujuan
bersama DPRD
dan Kepala
Daerah

Telah Sesuai

paling lambat 3O

September

4

5

Surat Bupati
perihal
Penyampaian
Rancangan
Perubahan KUA
dan Rancangan
Perubahan PPAS
Kepada DPRD

9
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai
dengar ke-Jentuan peraturatr perunda ng-Lrn dangan, untuk selanjr_rtnya
Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar berpedoman pada tahapan dan
jadwal proses pen)rusunan APBD Tahun Anggar an 2023 sesuai ketentuan
butir F.l.a.8).c) Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
lfaerah 'l'ahun Arrgga.ran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

I. Keb{akan Pendapatan Daeratr

a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- unriangan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..

b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi seflrua penerimaan
uang melaiui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tida-k pcrlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.
Lampiran Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penl,usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Penganggaran pendapatal Bagian Laba atas Perryertaan Modai pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memperhatikan tingkat
rasionalitas bagi laba atas penyertaan Modal dengan lumlah total
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Memperhatikan Perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
dan butir C.2 .a.21 l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
"tahun 2022 tentang Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan dan
Belania F)nerah 'T'ahrTn Anooaran )(\)a

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya
belum memadat (performance bo,sed), harus dilakukan langkah-
langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan
perusahaan dimaksud tetap rrrerupt-ti<an kekayaarr Pernerirrtah Daerair
yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendulnrng pe;nrrlihan rh:nia trsaha dan optimalisasi melalui
inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ekonomi dan restnrkturisasi transformasi ekonomi.
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2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daeralr menyrlsun program pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yarrg
berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan
kebutuhan urus.rn pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar dasar dan oencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan
butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dia-lokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar sebagaimana din:aksud butir D.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Arrggaran 2O23.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
1^^-J^^^-t-^- l-:-^;^ -^'t,,..^-^- -.,LI;l- r; -- r;--rarBL( A!rLU<r yr r<rJ <a,la.rr yLrl,tr^ rraP-LroP
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar per.ulgkat daerah atau berdasarkan alokasi
ar:rggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagairnana dirnaksud
butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenang,an masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai
pela-ksanaan urus€rn Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penanganan Corona Virus aseo'se 2019 (COVID-19) dan dampaknya
terutama penerapan tatanan norma-l baru. produktif dan ernan COVID-
I9 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undalgan sebagaimana dimaksud
butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2A22 ientang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.
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3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pcmbiayaan Dacrah merupakan se[iap pcnerimaern yang, perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 2A ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Norror 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESESUAIAN RAI\Cfu\Gfu\ PERATURAI,I DAERAH TEN-TAN-G PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATI]RAN PERUNDANG-I'NDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar
Pnl 197 Orn 9,66 Cr) iO hprfr.lrnhah qehaqar Pn4 ?Q6 RlC 146 Clfl rncniadi

sebesar Rp I . 19 1.407.678.368,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam
Tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 2

Pendapatan Daerah

Perubalan APBD Tahul A,rgBarar,2022
(Rp)

Ta-rget R,)Elisasi

,2 3

3.226.3l)4.222

APBD Tahun Antgaran 2023
(Rp)

Target Perubahan

^PBD 
Tahun Anggrrrai

2023
(Rp)

9-{r-5

ol, dari
Seli6ih
Target

Perubahan
APBD
Tahun

Anggalan
2023 darr

Targct
APBD
Tahun

Anggaran
,t023
(kt

o/" d{i^
Target

Perubahan
APBD
Tahrm

AnSSaran
2023 ,lgn
Reali6tasi

SemeEter I
APBD
Tahrrn

Angg6ratr
2023

l"/.:

PENDAPATAN
DAERAH

1.106.898.5r;8.277

1.026.aga.sba.277

Realisasi Semester t

5 6 8
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Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, vaitu:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp146.969.614.222,OO bertambah
sebesar Rp6.415.326.728,OO menjadi sebesar Rp153.3S4.94O.95O,OO
atau 12,87o/o dari total pendapatan daerah sebesar
Rp 1 . 1 9 1.407. 678. 368,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi l)aerah
1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar

Rp48.000.00O.000,00 atau 4,O3a/o dari total pendapatan daerah
yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel semula sebesar Rp5OO.O00.OOO,OO berkurang
sebesar Rp 1 00.000. 000,O0 menjadi sebesar Rp4O0.0O0.O0O,00 ;

b) Pajak Restoran semula sebesar Rp4.5OO.OOO.O0O,OO bertambah
sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.700.000.000,00;

c) Pajak Hiburan sebesar Rp400.000.000,00;
d) Pajal Reklame sebesar Rp1.7O0.0OO.OOO,OO;
e) Pajak Penerangal Jalan semula sebesar Rp I7.5OO.OOO.OOO,OO

bertanbah sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar
Rp17.750.000.000,00;

f) Pajak Parkir semula sebesar Rp9OO.OOO.OO0,OO bertambah
sebesar RplOO.OO0.00O,OO menjadi sebesar Rpl.OO0.OO0.OOO,OO;

g) Pajak Air Tanah sebesar Rp45.OO0.00O,O0;
h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar

I(P'+JU. UUU.UUU,UU;

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
semula sebesar Rp16.4O5.0O0.000,00 berkurang sebesar
Rp450.000.000,O0 menjadi sebesar Rp 1 5.955.OOO.O0O,OO;

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTBI sebesar
RpS.600.000.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar
Rp9.743.250.000,00 atauO,82o/o dari total pendapatan daerah yang
diuraikan sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp5.723.425.464,OO;

b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.985.691.12O,0O;

c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rpl.034.133.4f 6,O0;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah cian retribusi
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta mernperhatikan perkiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi. dan tingkat irrflasi 5rang memengzrruhi target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 1o2

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Kabupaten Pringsewu harus melakukan kegiatan pemungutan dan
pcagalrasan peni-etararinjia deagan berbasis teknologi sesuai
ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2o22 tentang Pedoman penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
dalam APBD mernperhatikan:
a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau salksi pajak
daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang Norrror I 'laiun 202'2 LenLaIrg Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat cian Pemerintah Daerah;

c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 1O1 Undang
Undang Nomor I 'I'ahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan

d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis
pelayantur kebcrsihan lremperhaiikal biaya pcrlarrtanarr
sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Da-lam
Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dalam Penvelenggaraan Penanganan Sampah.
I(egiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Daerah halrs melakukan ekstensilikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
ciata objek cian subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai l<egiatan penagihan pajak kepada wajib pajak

serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

f. Kegiatan elektronifrkasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam i'fegeri Nomor 56 Tahun 202i
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifrkasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada

sub kegiatan Elektroni-fikasi Transaksi Pemerintah Daerah'
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Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit 1O% (sepuluh persen) harus
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit 5O% (lima puluh perscn), dari target Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyaralat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan
masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang Ketentuan
,I-,-- )^-.1\-t^ /.\- -^ r|^-----..^- T_r^:^l- n^--^l-(Jlll\llll (li1.rr r dla \,aar ct rtirutlllE,[rLdrr r d.Ji1-t\ l-,rctul.tll.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cal<upan peserta untuk
penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
ElrrLar DoLaria /PDI "--a A;A^fi6r1,6^ D.a,ra;^t61-r na--ol. ,lal--

kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage,
selain itu dapatjuga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran
PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PEll JK) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O 18 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O dan Peraturan
Menteri Kesehata.n Nomor 40 Tahr-rn 2OL6 tentaog Pettlnjtrk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyalakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tahun 2Ol7 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APEID Tahun Anggaran'2{o23.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan semula sebesar Rp3.226.364.222,OO bertambah
sebesar Rp635. 1 1 5. 1 33,OO menjadi sebesar Rp3.86 1.479.355,00 atau
0,32o/o dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp l' 1 9 1 .407. 6 78. 36 8, 00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus memperhatikan nilar
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan malfaat ekonomi,

sosial dan/ atau manfaat lain-nya dalam jangka walrtu tertentu, antara
lain:

a) keuntungan sejumlah tertentu datam jangka waktu tertentu berupa

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang

mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

b)Peningkatanberupajasadankeuntunganbagihasilinvestasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu:



C

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri
Daiarti iiegeti iioriror 84 T.;}rur 2a22 tr(liar-rg i-'ctiorrrarr Periyusi-urarr
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 yang kinerjanya belum mernad ai @erformance based),
L--'- ,l:l^l-'1.^- ^..r^,^ l-:- l---l--L l^-^1.^L ^-+:-^l:-^-: l-:-^-;^toJl6lr(ul\,PLllrl<!lJd.'r^lllLrJ.-r

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
mempakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran l,a.porart Keuangan Pemertntah Kabupaten
Pringsewu

Selain itu, Pemerirrtah Kabupaterr Pringsewu juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajarnan Rapat Umum Pemegang Saham (RijPS) ke
arah peningkatan kine{a dalam perolehan bagian laba bag,
Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan tujuan penyertaan
modal dalam rangka meningkatkan PAD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendaoatan Lairr-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah semula sebesal Rp86.00O.00O.000,00 bertambah sebesar
RpS. 780.2 1 I . 595,00 menjadi sebesar Rp9 1.780.2 1 1.595, OO atat.r 7,7 Oo/o

dari total pendapatan daerah sebesar Rpf .191.4O7.678.368,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam
objek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro sebesar Rp Rp5.OOO.OOO.OOO,OO atan O,42o/o dari total
pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24

ayat (4) dal Pasal 31 ayat (4) hurut d Peraturan Pemerintah Nomor

i2 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir
C.2.a.3).a).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahurn 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun r\nggaran

2023.

2) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp0,O0 bertambah

sebesar Rp5.282.96 1' 595,00 nrenjadr sebesar RpS' 282'96 1' 59 5, 00

ata-n A,41oh dari total penctapatan daerali dapat dia'-iggarkan scsuai

ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

-16-
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Daerah dan butir C.2.a.3).a).(f a) Larnpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri iYomor 84 Tahun 2022 tentangPedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2A23.

3) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp62.8OO.OOO.OOO,OO
bertambah sebesar Rp18.697.250.000,00 menjadi sebesar
Rp81.497.250.000,00 atau 6,840/o dari total pendapatan daerah
dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal c4 a5'at (4) dan Pasal 3 1

ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Talun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarar, 2023.

4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama IFKTP) semula sebesar
Rp18.200.000.000,00 berkurang sebesar Rp18.200.OO0.0O0,00
menjadi sebesar Rp0,0O atau 0,00% dari total pendapatan daerah
ciapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4i dan Pasai 3 i
ayat (4) hurrrf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O i 9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16)
L,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tah:un 2022
tentang Pedoman Peny'usunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer semula sebesar Rp1.04O.041.252.000,00 berkurang sebesar
Rp2.018.514.582,0O menjadi sebesar Rpi.O38.022.737.418,OO atau
87 ,l3o/o dari total pendapatan daerah sebesar Rpf . 191.407.678.368,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp960.04 t .252.000,00 berkurang sebesar Rp2.O18.5 14.582,00 menjadi
sebesar Rp95a.O22.737 .4l8,OO atau 8O,41 9/o dari total pendapatan daerah
yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula
sebesar Rp833. 020.3 1 0.000,00 berkurang sebesar Rp2.O 1 8. 5 14.582,00
menjadi sebesar Rp83 I .OO f .795.418,00 atau 69,75o/o dari total
penciapatan <iaerah lrang ciiuraikan ke daiarn rincian objek penciapatan:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar

Rp18.274.891.00O,0O bertambah sebesar Rp1.469.025.OOO,0O
menjadi sebesar Rp19.743.916.000,00 belum sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercanturrr dalarn Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun
2022lentaagRincian Angg*aran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23 sebesar Rpf 8.274.891.O00,00;

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar

Rp59 i.176.5O1.000,00 telatr sesuai derrgarr alokasi anggaran v-ang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2022 ter,tang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2023;



c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp35.261.419.O00,00 relah
sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
D-^ci.{-- 

^T^F -- r 2.-\ 'n+!-rrr- O.1.le +^qt--d Di-^i^- A --^^-^-i qrrurr z\iaa LUia(iiliB i\iiiuii-lli n ggiifilir
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar
Rp188.307.499.00O,O0 berkurang sebesar Rp3.487.539.582,OO
.rrerio.li aol".ac.r- Ph1 ea Ql O O<O ar e nn kahrfr ..a-t.,,; ,{----- ^l^1.^-;
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23 sebesar Rp 188.307.499.OOO,00;

e. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 10.707.814.000,00 belum
sesuai Cengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturarr
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 rentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O23 sebesar;

f. Dana desa sebesar Rp1 16.3 13. 128.C00,00 telah sesuai dengan alokasi
anggaran yang terczrntum <ialam Peraturan Presicien i.iomor 13O Tahun
2022 tentangRincian Anggalan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah h-rsat
j/a119 beiufll sesuai deilgan Pe|atui'alr Fresiden No[ror i30 Tahurr 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.a).a1.(21,
butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(+), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir
C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tertang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harrs menggunakan
pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan
butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentarrg Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaral 2O23.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana
Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O2l terfiang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhira;r Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagmana telah diubah denga,-t

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O0. I . 15.5- 1317 Tahul 2023.
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B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp 1. 337 -O70. 555' 57 1,0O

bertambah sebesar Rp27.O77.626.389,00 menjadi sebesar

Rp 1.364. 148. 181.960,00 dirinci sebagaimana terca-ntum dalam Tabel 3

sebagai berikut:



Tabel. 3

Belanja Daerale

l.lraran

BELANJA DAEITAH

Bclanjr, Pcgawei

Belanja Barang dan Jasa

a Subsidi
Belanja Ilibah

B€Ianja Modal ,{Bet I-einnya

Belanja Tidak l erduga

Belanja Tidak ]'erduga

Belanja Transfa,r

Belanja Bagi Hrrsil

APBD Tahun Angga.an 2023
(RP)

Realiaaai Semeatcr I

3

1 .214 .5 lO .966 .222 +57 . t28 .37 | .425 ,t)O

915.5?8.500.770 369.090.539.552,O0

562.289.530.418 250.4 I 8.843.444,00

318.I (i5.875.952 107.869.949. 108,O0

193.572.600,o0
9.033,174,400,00

1 575.000.00C,o0

14.811.710.903

8 604.605

2.854.236.000

1.633.670.290,00

10.315.200.008,o0 17,t9%

1r2.500.000,o0

112.500.000,o0

73. 1 13.620.980,00

5 .7',./ 4 .325 .OOO 0,oo 0,00% s 774 .t25 o,r]r]

lt .725 .29 | .996],

123.383.216

0

o/. dari Selisit
Target Perubahan

APBD Tahun
Anggsran 2023

dan Target APBD
Tahun Anggaran

2022
Pk)

'/" dsri Target
APBD Tahun

Anggiran
2023 dan
ReElisasi

Semclter I

APBD 'tahun
AnggnrEn

2023
i"r,)

8=5:3

t\6,89vo

:19 80v.
.t4,7 to/o

1r)O,Ooolo

'.27 ,10'/o
t)9,060/.

L2,OOYo

0,50%

r5,oo%

7 ,770/o

t4,59vo

3,19"/o

t9,590/o

0,00%

o/.

4=3:2

37,64./o

40,3tok

Target Pelubhao APBD
Taiun Anggarsn 2023

(Rp)

5

S(iisih Target
Perubahan APED Tahun

Ant&ran 2023 dan
Target APBD Tahun

A[gSaran 2023
(Rp)

6=5-2 7=5:2

| .239 .039 . 223.237

927 .404 .!i7 2.99 |
24.528.357.01s 2,O2'/,

| | .a26 .O7 2.221 r,i,,90/.

12.24O.942.1541 (0,40%)

14.068.481.775 4,420/0

L427 . 730/.

0 0

0 0

44,540/0 560.048,i;48.264

33,90% 332 .234 .)r57 .727

193.i;72.600195.OO0.000

33.338.094,400
99,27%

27,too/o 33.338.()94.400

Belanja Bantuan Sosial 1.5()0.000.000

B€lqnja Modal tog . r,tg .77 3.252

Belarrja Modal 'l'anah l.700.000.000

r6.2 r5.891.298

21.81t6.04a.325

Belanja Modd Jalan, J6.ringan, dan 59.9!)0.696.379

99.06./. 1.590.000.000

123.453 .t166.826

1.70a.1104.605

19.031.610,532

22.746.2,66.500

13,57"k 14.304.193.574 13,I lolo

8.604.605 0,51%

2 .a15 .7 t9 .234 t? ,!60/.

900.218.175 4,1ta/"

10.730.316.060 17,490/.

(150.664.s00) (1,6r%) 0,oo%

0

11 .725 .291 .996) 3,190/"

0,51%

t7,600/"

7,46%

Belanja Modal Aset Tetap l,ainnytl 9.3:;7 .137 .250 0,00

0

5.21;0.000.000

5.2rto.oo0.000

r 84.532.592.200

0,00%

2,14%

2,14/a

39,620/.

9.206.,+72 750
0

3.524.',708.004

184.655.')75.416

132,46%)

o,o7a/.,

t)

o,07%Belanja Bantuen Keuangan 174.758.267.2orj 73.1 13.620.980,O0 40,90% 178.881.r;50.416 123.343.2t6 ,lO,a7"/o

32,470k

Belanja Modal .)cr6latan d6n Mesin
E-ran1a r..,loaar oeaung aan
Bentrunan

70.?2t.Dt2.439

3.524.',/08.004 \32,86o/0l
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Tabel. 4

Urusan Pemerintah Daerah

Belanj,r

Urusan Pem,:rintahan Oaerah

OINAS KESEHA'iAN

RSUD ZAINAL lrBlDlN PAGAP AIP.M

PUSKESMAS WAY TUBA

PUSKESMAS PI!;ANG BARU

PUSKESMAS SUKABUMI

PUSKESMAS t',41:SlR lLlR

PUSKESMAS PAKUAN RATU

PUSKESMAS SEIUPA INDAH

PUSKESMAS GII]TING JAYA

Belarrja 0perasi l3elania Modal

658,e56.91s.640 104.610.294.799

406.?80,276.787 30.977.541.6:r9

406.780.276,787 30.977.541.6;t9

167.861.871,518 12.314.504.1ti0

76 689.988.10s 9.703.812.100

45 615.748.029 1.392.810.000

2.225.615.000 16.500.000

1489.111.150

2 230 908.400 66 000.000

1.447 911.309 35.260 000

i 419 7s0.151 23.016.5()0

29 500.000

t 950 475.000 86.978 000

2.008 350.400 r.06 43s 0rr0

Belanja Tok

Terduga

86lanja Trnosfer Jumlah Belanja

763.467.210,4390

0 1l:}7.757.818.416

0

0

437.757.818.416

2.!r4.185.450

RASIO TERHADAP

TOTAL BELAN]A

DAERAH (T)

55,97

32,09

13,21

0,16

0,11

0,17

0,11

0,1 1

0,13

0,15

0,1.6

{'321

0

4 76

URUSAN PEMTRINTAHAN WAJIB

YANG BERKAIT'AN DENGAN

PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMTRINTAHAN BIOANG

PENDIOIKAN

URUSAN PEMIRINTAHAN BIDANG

KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIIYAAN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

I
180.176.375.668

86.393.800.20s

47.008 558 029

2.242.),t5.OOO

1.532.121.150

2.296 9C8.4C0

1.483 171 309

r.442766.65r

1,.724.233.200

2.037.453 000

0

PTJSKESMAS GiINUNG LAEUHAN 3 305 868.400 105 450 0()0 3 411.318.400 0,25

*'l

43.010.000

-l
633

ld

PUSKESMAS Bt-]IVI AGUNG

1.694.733.200
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Urusan Pemerintahan Daerah

Belanjl

Belanja Trk
Terduga

RASIO TERHAOAP

TOTAL BELA'!)A

DAERAH (OBelar,ja Operasi lelanja Modal Belanja Trnnsfer lumli,h Belanja

1

PUSKESN,IAS BLAMBANGAN UMPIJ

PUSKESMAS BI-I\,4I BARU

PUSKESMAS PLRWA AGUNG

PUSKESMAS NI GERI BESAR

PUSKEST\,4AS Nt GERI AGTJNG

PUSKESMAS KPSUI

PUSKESMAS BARADATU

PUSKESMAS BP,N,]IT

PUSKESMAS REBANG TANGKAS

PUSKESMAS TAN]UNG REJO

2 3

2 504.015.560 58 700.000

2 573.936.784 44.400.000

1,437.574.744 24.100.000

1959.321.043 80.030.000

2.233.265.236 56.351.500

1989.603.862 55.111.000

3.033.083 795 I 124 400.000

3.951.583.864 4i 930 01)0

4.194.121 818 102 210.000

2 587 4S5 5r8 24.750.000

1.325.410 750 33 750 000

1t4.687.449.981 61.025.145.5it0

s4.687.449.981 61.025145 5;t0

:t2.787.2r9.877 181.501.000

4 li 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.562.715.560

2.618.336.784

1.455 61 4.144

2.039.351 043

2.289.616. /36

2.C44 .7 ),4 862

3,157 483.795

URUSAN PEMTRINTAHAN BIDANG

PEKER]AAN UI,IUM DAN PENATAAN

RUANG

DINAS PEKER]AAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

URUSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

0

0

0

0

0

0

3 993.513.864

4.356 331.818

2.6t2.24a.578

1.359.160.7s0

0 115.712.s9s.501

11.5.712 595.501

12.968.720.871

DINAS PERUI\,IAHAN, KAWASAN

PERMUKII\,4AN I)AN PERTANAHAN

t2.781.219.811 181 501.000 12.968120.871

PUSKESMAS Nt GERI BARU

6

0
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Urusan Pem,?rintahan Daerah

1

Belanja Operasi anja Modal Belania Ttk
Terduga

RASIO TERHADAP

TOTAL EELANJA

DAERAH (tO

2 3 4

Belsnja Tr.rnsfer Jumlah Belanja

6li 7

URUSAN PEMTRINTAHAN BIDANG

KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM SERTA

PERTINDUNGAN

MASYARAKAT

SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA

r2.s38.018.41s

3.963.081456

3 574.936 959

4.202,O79.068

4 202.079.068

66.502.s00

46.750.000

0 0 12,604.520.915

I009.831456

3 594.689.459

4.247.779_06A

)AN 00

00

0

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAIi

URUSAN PEMTRINTAHAN BIDANG

sostAL

PEMADAM KEtsAKARAN

DINAS SOSIAL

DINAS PEI\,,IBERDAYAAN

PEREIVIPUAN,PI RLINDUNGAN

ANAK,PENGENI)ALIAN PENDUDUK

URUSAN PEMIRINTAHAN WA]IB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMIRINTAHAN BIDANG

TENAGA KERJA

URUSAN PEMT RINTAHAN BIDANG

PEMBEROAYfu\N PEREMPUAN OAN

PERLINDUNGAN ANAK

DINAS IENAGA KERJA OAN TRANSMIGRASI

19 752.500

45.100.000 0

0

0

45 100.0{)0 0

0

4247 179.064

63.560.486,583

3.082.967.182

3.082.967.182

6.A77.79!.254

(i2.509.631.183

3.013.728.182

3.013.728.182

6.820.991.254

1.050.855.400

69 239.000

69.239.000

56.800.000

00

00

00

00

DAN KELUARGA BERENCANA

6 820.991.254 56.800.000 6.877.791,.254

Belanj.r
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Urusan Pem-'rintahan Daerah

Belanj,r

Belanja T{k
Terduga

RASIO TERHADAP

TOTAL BEIANJA

DAERAH (Ii)Belanja frunsfe!' lumlah Belania

L 2

2.378.933.584

2 378.933.584

470.738.000

5 368 664.490

6.975.000

4 li 6 7

URUSAN PEMI RINTAHAN BIDANG
PANGAN

00 2.38s.908.s84

DINAS KETAHANAN PANGAN 6.975.000 0

0

0

0

2.385.908.584

470.738.000URUSAN PEMI RINTAHAN BIDANG

PERTANAHAN

DINAS PERUlr,4l'HAN. KAWASAN

PERI\,4UKIIVAN I)AN PERTANAHAN

URUSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

0

0

0

00

00

0

0

470 738 000

5.368.664,490

DINAS LINGKUI.]GAN HIDUP 0

0

0 0

0

0

0

5 368 664 490

URUSAN PEMI RINTAHAN BIDANG

ADMINISTRAS KEPENDUDUKAI,I

DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN !;IPIL

URUSAN PEMI RINTAHAI\r BIDANG

PEMITERDAYAAN MASYARAKAT

DAN OESA

DINAS PEIVIBERDAYAAN

MASYARAKAT I)AN KAMPUNG

URUSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELI.,JARGA BETIENCANA

5 094 038 034

6.135.233.08s

6.135.233.085

6.673.152.150

276.579.400

276.579.400

5.370.677.434

5.370.611/U

6.162.394.08527.161.000

27.161000 0

000

0 6.162.394 085

6,673.152.150

Belanja Operasi llelania Modal

t

470.738.000

---r 5.368.664_490

__ __l
5.094.038.034
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Urusan Pemsrintahan Daerah

1

Belar,ja Operasi ilelania Modal

Belanir

Belanja Tlrk

Terduga

Belanja Trinsfer Jumlah Belanja

RASIO TERHADAP

TOTAL BELAN)A

DAERAH ({)

2 3 4 li 6

DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,PI RTINDUNGAN

ANAK.PENGENI)ALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

6.673.152.150

3.160.130.320

6 858.919.255

4 785.266 464

4,416.569,248

29.s86,000

0 0

0

n

0

0

6,673.152.150

3,189.716.320URUSAN PEMT RINTAHAN BIDANG

PERHUBUNGA\

00

DINAS PERHUB JNGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAI.I

PELAYANAN PERIZINAN TERPADTI

SATU PINTU

0 3.189.716.320

6.920.359.255

6.920 359.255

3.436.200.33s

URUS,qN PEIVIT RINTAHAN BIDANG

KOMUNI(ASI I)AN INFORMATIKA

URTJSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

PENANAMAN MODAT

61.440.0t)0

DINAS KOMUN]KASI DAN INFORt./4ATIKA

URUSAN PEMI RINTAHAN BIDANG

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN

MENENGAH

DINAS KOPERASI. USAHA KECIL dan

MENENGAH

61.440 000 00

081.000.000

81.000.000 00

c0

00

0

0

33.736.000

4.785.266.464

00 4.785 266.464

4.4s0.305.248URUSAN PiMt RINTAHAN BIDANG

KEPEMUDAAN DAN OTAHRAGA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAII

PARIWISATA

4.416.569.248 33.736.000 0 4.454.305.244

.l

__I
ol

I

3.160.130 320 29 586.000

6,858.919.255

3.355.200.335

3.355.200.335

_-T-
4.785.266.464 I

0

3.436 200 335
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Urusan Pemerintdhan Daerah

Belanjr

Belanja Txk

Terduga

4

RASIO TERHIOAP

TOTAL BELAIVJA

DAERAH (.T)

3

120.145.200

43,184.000

43 184.000

855,781.500

379.701.500 300.000.000

379.701.500 300.000.000

2.579.254.5A2 108.339.000

2 579.254.58+ 108.339.000

i-g.797 .423.794 181.220.000

3.0x0.038.610 68.400.000

3 010.038.610 68 400.000

Belanja Trnnsfer lumlah Belanja

r
1 2 Ii 6

URUSAN PEIlIt,RINTAHAN BIDANG

S TATISTIK

DINAS KOIVIUN IKASI DAN ]NFORi/1ATIKA

URUSAN PEMI RINTAHAN BIDAI'IG

PERSANDIAN

DINAS KON,,]UN KASI DAN NFORT/ATIKA

URUSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0 0 0 L20.745.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.145.200

43,184.000

0

0

43 184 000

855.781.s00

855.781.500

DINAS PERPUS AKAAN DAN KEARSIPAN

URUSAN PEMf RINTAHAN BIDANG

PERPUSTAKAAN

URUSAN P!MTRINTAHAN BIDANG

KEARSIPAN

URUSATJ PEMt RINTAHAN BIDANG

KELAUTAN DAN PERIKANAN

00

00

0

0

679.701.500

679 701.500

0 2.687.593.582

2.687 593.582

29.978.6.13.794

3.078.438.610

3.078 438.610

DINAS PERPUS'-AKAAN DAN KEA RSIPAN

URUSAN PEMI RINTAHAN PILIHAN

DINAS PERIKAI' AN

0

0

0

0

0

0

0

00URUSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

PARIWISATA

293.672.000 293.672.OOO

Belar,ja Operasi llelanja Modal

7-

1.20.1.45.200

----------------- --1

855.781.500

0

T
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UrusanPem,:rintahan Daerah

I

Belarja Operasi lelania Modal

Belanj.r

Belsnja Tnk

Terduga

4

Belanja Trdnsfer Jumlah Belanja

RASIO TERHA,DAP

TOTAL BELANJA

DAERAH ({)

2 3 {t 6 1

DINAS PEMUDI\, OLAHRAGA DAt\]

PARIWISATA

DINAS PERKEBIJNAN

URUSAN PEMT RINTAHAN BIDANG

PERTANIAN

293.672.000

?0.216.575.

4.217.072.286

15 999.502.959

0 0

92.820.u00

44 720.OOO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.309.395.24s

4.261.792.286

L6.047.602 959DINAS TANAMAN

PANGAN.HORTIKULTURA DAN

PETERNAKAN

48100.0r)0

URUSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

PEROAGANGAN

SEKRETARIAT I)AERAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

DINAS TENAGP, KERJA DAN TRANSN,,lIGRASI

0

01.210.260.C00

4,757.086.789 0

0

309.791.150 20.000.000

309.791.150 20.000.000

2.607.822.31tO

5r.0r2.704.7 42 2.459.642.3oO

51 412.7 A1.i 42 2 459 642 3r)0

1.210.260.000

DINAS PERINDT,ISTRIAN DAN

PERDAGAI"IGAN

URUSAN PEMI RINTAHAN BIDANG

PERINDUSTRIAN

DINAS PERIND(]STRIAN DAN

PERDAGANGAN

URUSAN PEMt RINTAHAN BIDANG

TRANSIvIIcRAS;l

UNSUR PENDLIKUNG URUSAN

PEMERINTAHAN

1.210.260.000

4.757.086.7890

0

0

0

0

0

0

0

4.757 086.789

329.791.1s0

329 791.150

100.8s0.094.778

53.472.347.O42

53.472 347 042

00

0

0

0

0

0

0SEKRETARIAT I)PRD ,17.229.567.736 148.180.000 47 .377 .747.736

I
,]

l

n

293 672.000

---1
_ ___-l_ j

+

1.210.260.000 l
I

__l

l
_ __1

4.757.086.789 

]

---l

9A.242.272-478

-
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Urusan Pemerintahan Daerah

1

SEKRETARIAT DPRD

PERENCANAAhI

Belar ja Operasi uelanja Modal

Belanj,i

Belanja Ttk
Terdugs

Belania Tr^rnsfer Jumlah Eelanja

RASIO TERHADAP

TOTAL EELAI\JA

DATRAH (l)

PENELIiIAN DI\N PENGEMBAN(;AN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEIVBANG/\N SDM DAERAI-j

BADAN PEREN(]ANAAN DAN

PEMBANGUNA\ DAERAH

j 4 {;

148.180.000 0 0

270.355.500 1.000.000.000 247.692.4it4.765

11.687.000

11.687 000

258.668.500 1.000.000.0()0 287.692.434.765

63 168.5()0 0

195 500.0')0 1.000 000 000 287.61t2.434.165

0

0

0

2 6 7

UNSUR PENUT\IJANG URUSAN

PEMERINTAIiAN

47.229.567 .736

ri3,608.599.806

6 318.230 206

,12.77 3.7 60 .602

47 317 7 47 .736

342.571.390.071

6.329.917.206

6.329.917.206

331.724.863.867

10.092.266 093

318.995.813.954

2.636.783.820

2,595.821.398

2.595.821 398

1.377.s95.000

1.377.595.000

s43.192.600

s43.192.600

___l_l

j
-l

0

c

0

0BADAN PEREN(:ANAAN DAN

PEMBANGUNA\] DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPEGAWAIAT\I

BADAN KEPEGI\WAIAN DAN

PENGEN4BANGAN SDMDAERAH

PENDIDIKAN [)AN PELATIHAN

0

BADAN PENGEI.OLAAN KEUANGI.N DAN

ASET DAERAH

BADAN KEPEGI\WAIAN DAN

PENGEN,TBANG/\N SDM DAERAH

2 636 78i e',20

2. s9s.821.

2.595 821 398

1.377.595.000

1.377.595.000

543,192.600

543.192.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNSUR PENGAWASAN URUSAT{

PEMERINTAHAN

11.71L.716.846 49.000.000 0

6.318.230.206

KEUANGAN

I
10.029.097.s93

-- 3oto?s? 8r1--

l

-l

I
11.760.716.846

I
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Belanj.l

Bslanja llrk
Torduga

4

RASIO TERHA,DAP

Urusan Pemerintahan Daerah

1

Belarja Operasi llelanja Modal

:t1.711.716,846

Belania Tr,rnsfer Jumlah Belanja

632 7

INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT KABUPATEN PRINC SEWU

(TTKAB)

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

KECAI',4ATAN BLAN,4BANGAN UMPU

|(ECAN4ATAN B,lRADATU

KECA[T4ATAN KqSUi

KECAI\,4ATAN 8,1N]IT

KECANIATAN P,qKUAN RATU

KECATVATAN BAHUGA

KECAIVIATAN \A/AY TUBA

KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

KECAi./ATAN NEGARA BATIN

KECAI\,4ATAN NEGERI BESAR

KECAIVlATAN NEGERI AGUNG

KECAlilATAN R :BANG TANGKAS

KECAI\4ATAN 8 JAY BAHUGA

KECAN/ATAN B JMI AGUNG

49.000.000 0 0

0

11.760.716.846

11.760.716 846

32.606.056,323

32.606.056.323

11.711.716.846

itz.532.2r2.323

:t2.532,2L2.323

2.525.4fi 761

6.129 .!30 27 4

2.831.104 869

2.757.719.505

2 200.899.220

1.416.577.107

1.853.195.308

1890.571.807

7.767.338.478

1,.878.439.2t4

1.495.514.363

1.583.193.900

1.228 .301, 548

49.000.000

73.844,000

73.844.000
-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.900 0()0

0

22.7s0.0i)0

2.545.947.761,

6129.t30.214

2.853 854.869

30.194 0()0 2,787.913 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.200 a99.220

7.416.617 107

1.853.195.308

1.890.57i.807

1.767.338.478

1.878.439.214

1444.100.585

1.495.514 363

1.583.193.900

1.228.301.548

1.531.018.384
1

0 1.531.018.384

li
I

--l
L- I

1.444.100.585

-

KECAN,4ATAN UMPU SE[,4ENGUK 0
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Belanjr

Belarja Operasi llelanja Modal Belania T k

Terduga

3 4

.19.2L6.347.126 137.236.000

.19.2L6.347.126 137.236.000 0

019 2L6.347 .L26 137.236.000

966.{ 75.119.196 .t08.980.627.999 1.000.000.000 287.692.4:14.765

RASIO I.ERHADAP

TOTAL BELAN'A

DAERAH (O

1 2 7

UNSUR PEMEFINTAHAN UMUI\II

KESATUAI.J BANGSA DAN POTITIK

0

BAOAN KESATLIAN BANGSA DAN

POLITIK

1.364.148.181..960

lumlah Belanja

19,353.583.126

19,353.583.126

6

Belanja Tnrnsfer

li

0

0

0 1S.353.583.126

I

.L I



Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Orgalisasi
diuraikan sebagai berikut:

a. Un-rsan Pemerintaha:r Wajib Ya:rg Berkarta:r Dengan Pela.,.,asra.n Dasa:-

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar semula sebesar Rp694.355.88O.753,OO bertambah
sebesar Rp23.2 L7 .454.7 04,CO menjadi sebesar Rp7 1 7.573. 335.457, OO

atau 57,91o/o dari total belanja daerah sehsar Rp1.239.039.223.237,OO
terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar
Rp381.922.895.425,00 berkurang sebesar Rp2.796.67a.619,OO
menjadi sebesar Rp379.L26.2L6.8O6,00 atau 30,607o dari total
beianja ciaerah sebesar Rpi.239.039.223.237,Aa;

2) Urusaa Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar
Rp 1 88.964.248.390,00 bertambah sebesar Rp L4.27 6.7 49. 5 1 6,00
menjadi sebesar Rp203.24f .O37.906,00 alatu 16,400/o dari total
t-^t^-:^ l^^-L ^^L^^^-. D- I .toa\ n oal rl.lt /1a'7 tlit\.ULI€rirJcr llaEr, 6fll sC rJCSctl l\P.1. ZU :1. \.rrJ r. /- Z o. lJ J t rv v,

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang semula sebesar Rp95.1O2.255.535,OO bertambah sebesar
Rp 1 1.873. 002 .442,OO menjadi sebesar Rp 1 06.975.2 57 .97 7,OO ataw
a A1o/^ A^ri r^+al l,alania ,{aarah aa}Eaar P61 ,?O n?O ,r? ne.7 rrr).!u.u ,vrr.Ju ,\y 1.Lv r.ve,.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasalr
Permukiman sebesar Rp2.751.399.OOO,O0 atau O,22%o dari total
belanj a daerah sebesar Rp 1.2 39. 039. 223.237,OO ;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp 1 9.055.365.966,00 berkurang sebesar Rp32. 1 96.569,0O menj adi
sebesar Rp 19.O23.169.397,00 atau 1,547o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.239.039.223.237,OO;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar

Rp6.559.7 1 6. 437,OO berkurang sebesar Rp I 03.462.066,OO menjadi
sebesar Rp6.456.254.371,O0 atau O,52o/o dari total belanja daerah

sebesar RP 1. 239'039. 223.237,0O;

b. Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanal
Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp86'698'48O' 108'00

bertambah sebesar Rp3.ia4 '467 'b7s,OO menjacii sebesar

Rpa9.882.947.7a7,OO atan 7,25o/o dari total belanja daerah sebesar

Rp 1.239.039. 223.237,OO terdiri dari:
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1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar
Rp3.25 1. 7 14. 575,00 berkurang sebesar Rp83.0 1 5.572,00 menjadi
scbcsai' Rp3.168.699.CC3,OO aia:; A,2€,L dari total belanja dacrah
sebesar Rp 1.239.O39. 223.237,OO;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak semula sebesar Rp5.998.0 1 8.965,00 berkurang
oeFerlar Fn6O RCa 70r nn 'na-.ia.{i caheea- Pn( oa7 lon 17A onr \ri,, , v

atau O,4ayo dari total belanja daerah sebesar
Rp1.239.039.223.237,OO;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar
Rp4.320.480. 8 I 5,00 berkurang sebesar Rp38.29 1 .485,OO menjadi
sebesar Rp4.2a2.189.330,00 atau 0,35% dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.239.O39.223.237,OO;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebesar Rp13.30O.000,00
atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar
Rp1.239.O39.223.237,oo;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar
Rp6.893.930. 230,00 berkurang sebesar Rp47 .2O3.907,00 menjadi
sebesar Rp6.846.726.323,OO atau 0,557o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.239.039.223.237,OO1,

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semula sebesar Rp5.529.273.073,O0 bertambah
sebesar Rp137.556.432,00 menjadi sebesar RpS.666.829.505,00
atau 0,4b'/o ciari totai oeianja ciaeralr sebesar
Rp r .239.039. 223.237,OO;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

semula sebesar Rp7.668.014.O72,OO bertambah sebesar
Rp96.355. i i2,OO rnenjadi sebesar Rp7.766.369. i84,OO aiau 0,63?'o

dari total belanja daerah sebesar Rp 1.239.O39. 223.237,OO;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana semula sebesar Rp6.257.522.150,00
bcrku;'ang scbceai' Rp7 l.454.5CC,CC i'iicnjadi scbcsai
Rp6.186.067.650,00 atau O,507o dari total belanja daerah sebesar

Rp 1. 239.039. 223.237,OO ;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar

Rpf4.33O.1.23.694,00 bertarnL'ah sebeser Rp2.458'329'074,OO

menjadi sebesar Rp16.788.452.768,00 atau 1,357o dari total belanja

daerah sebesar Rp1.239.039. 223.237,OO;

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula

sebesar Rp8. 583'O62. 598,OO bertambah sebesar Rp303' 1 90'402'O0

menjadisebesarRp8.886.253'OOO,OOat-awO'72o/odaritotalbelanja
daerah sebesar Rpf .239.039'223'237 ,OO;
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11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
semula sebesar Rp6.0O7.677.745,OO berkurang sebesar
l)^1r-ta i'\a E1a l1l\ 

-^-i^), -^L^^^-D-E O11 .'r', A Tt.jrt.\/r ^.^.. n ,F7Olr\y t 7u.-?v\r.rr r \-rrl,v llrcl uaLu scrJ(,sal !\PrJ.o I t . z t 1. z\) Lv\) d,Lia\r vr_r / /r'

dari total belanja daerah sebesar Rp 1.239.O39. 223.237,OO;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar
Rp6. I 16.950.033,00 bertambah sebesar Rp1.683.612,00 menjadi
c,-hacar FnA 119 A'1.'\ A/1q nn alarr i AQo/^ Aai tntal lralania Acc,rah

sebesar Rp f .239.039. 223.237,OO;

13) Urusan Pemerintahan Bidaag Kepemudaan dan Ola-lrraga semula
sebesar Rp7 .22O. 37 2.858, 00 hertambah sebesar Rp842.7 1 1 . 85 5, 00
menjadi sebesar Rp8.063.084.713,00 atau 0,65% dari total beianja
daerah sebesar Rp 1.239.039.223.237,OO;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar
Rp197.09 1.000,00 berkurang sebesar Rp81.300.000,00 menjadi
sebesar Rpl15.791.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.239.039. 223.237,OO;

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian tidak dianggarkan;

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar
Rp757.143.OOO,00 atau 0,060/o dari total belanja daerah sebesar
Rp 1. 239. 039. 223.237,oo;

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar
Rp3.368.48 I .200,00 berkurang sebesar Rp 1 48.965. 24O,OO menjadi
sebesar Rp3.219.515.960,00 atau O,2bo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1 .239.039. 223.237,OO:'

18) Urusan Pemerintal:ran Bidang Kearsipan semula sebesar

Rp185.324.100,00 bertambah sebesar Rp70.104.200,00 menjadi
sebesar Rp255.428.300,00 atau O,O2oh dari total belarja daerah
sebesar Rp 1.239.O39.223.237,OO.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar

Rp24.4O1.4 17. 546,00 bertambah sebesar Rp267'350.621,OO meniadi
sebesar Rp24.668.76a)67,OO atau 1,99o/o dari total belanja daerah

sebesar Rp 1 . 239. O39. 223.237,OO terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula

sebesar Rp4.381.673.14100 bertambah sebesar Rp42'940'9O9,00

menjadi sebesar Rp4.424.614-050,00 atau 0,367o dari total belanja

daerah sebesar Rp1.239.O39. 223.237'OO;

2)UrusanPemerintahanBidangPariwisatasemulaSebesar
Rp330. 500.000,00 bertambah/berkurang sebesar Rp'0,00 menjadi

seb:sarRp33O.5OO.OOO,0OatauO,O3%daritotalbelanjadaerah
sebesar RP 1. 239.039. 223.237,OO;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar

Rp15.746.996.455,00 bertambah sebesar Rp211'056'792'OO

rnenjadi sebesar Rp15.958.053 '247,OO ala.u l'29o/o dari total belanja

daerah sebesar Rpl.239.039"223'237'OO;
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4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar
Rp1.575.794.500,00 berkurang sebesar Rp6.647.O80,00 menjadi
-^l-^^^- D-l Eaal 141 4.1(1 nn ^r^.. n l aol I^-: .^.^l l-^l^-:^ r^^-^1-sc: rJ€W,l r\Pl.rJ\J7.1'1 ,.'1zvr\rv dLclt' \J,rJrJ \lih r a\-rtcij Ugiiilljia l...iaLriiir

sebesar Rp1.239.039.223.237,OO;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebesar
Rp2.330.993.45O,O0 atau O,l97o dari total belanja daerah sebesar
Fn1 C?O n?O ,r" Oc.7 oa.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula
sebesar Rp35.4bO.OOO,OO bertambah sebesar Rp2O.OOO.OOO,OO

menjadi sebesar Rp55.460.00O,00 atau 0,00% dari total belanja
daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO, dalam Rancangan
Peraturan Peratura,n Daerah Kabupaten Pringsewu tentang
Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah Tahun Anggaran 2023.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi €urggarar Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp96.4a7 .7 09.029,00 berkurang sebesir.r Rp82 1.83 1.969,00
menjadi sebesar Rp95.665.877.O6O,0O atau 7,72o/o dari total belanja
daeralr sebesar Rp 1 . 2 39. O39. 223.237,OO terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp43.338.443 .732,OO berkurang
sebesar Rp444.76 1.282,00 menjatli sebesar Rp42.893.682.450,00
atau 3,46Vo dari total belanja daerah sebesar
Rp1.239.039.223.237,OO;

2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp53.149.265.297 ,OO berkurang
sebesar Rp377.O70.687,C1t1 menjacii sebesar Rp5'2.7 7 2. I 94. 6 i O,O0

atau 4,26yo dari total bclalja daerah sebesar
Rp1.239.039.223.237,OO.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggzrr€rn Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula

sebesar Rp249.642.886.428,00 berkurang sebesar Rp35 1.969.403,00
menjadi sebesar Rp249.29O.917.O25,OO ata:.r 2O,12%o dari total belanja

daerah sebesar Rp 1.239. 039. 223.237,OO terdiri dari:

1) Perencanaan semula sebesar Rp9.080.733.448,0O bertambah

sebesar Rp9 1. 1 9 3.22 4, 0O menjadi sebesar Rp9. 1 7 1 .92 5'67 2,OO atau
O,74oh dari total belanja daerah sebesar Rp1.239.039'223'237,OO1'

2) Keuangan semula sebesar Rp230'981'022'193,00 berkurang

sebesar Rp7 7 3' 47 5.976,rJrJ menjadi sebesar Rp2 30' 2O7' 54 6'2 i7'OO

atau 18,58% dari total belanja daerah sebesar

Rp 1.239.039. 223.237,OO;

3) Kepegawaian semula sebesar Rpa'7 72'914 '137 'OO bertambah

sebesal Rp33O.3 i3.349,00 nrenjadi sebesai' Rp9'O43'227'486'OC

atau O,73Vo dari total belanja daerah sebesar

Rp 1.239. 039. 223.237,Oo;
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4) Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp177.385.5OO,OO atau O,O 17o

dari total belanja daerah sebesar Rpf .239.O39.223.237 ,OO1.

5) Penetitian dan Pengembangan sebesar Rp690.831.150,00 atau
0,060/o deJi total belanja daerah;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintaha-n

Alokasi anggzrr€rn Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp13.748.706.288,00 bertambah sebesar Rp274.4O5.338,O0
menjadi sebesar Rp14.C23.111.626,00 atau 1,13% dari totd belanja
daerah sebesar Rp 1.239.O39.223.237,00 terdiri dari Inspektorat Daerah
semula sebesar Rp 13.748.706.288,OO bertambah sebesar
Rp274.4O5.338,0O rrcnjadi s,ebesiar Rp14.023. I i 1.626,00 atau i, i 3?b

dari total belanja daerah sebesar Rp I .239.039. 223.237,OO.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar
Rp27 .2 LT .9 3 4. 86 7,00 berkurang sebesar Rp I.37 I.7 7 1 .352, 0O menj adi
sebesar Rp25.846.163.515,0O atau 2,O9Yo dari total belanja daerah
sebesar Rpf .239.039.223.237,OO terdiri dari sembilan (9) I(ecamatan
semula sebesar Rp27.217.934.867,00 berkurang sebesar
Pnl 171 771 2,qC OOmpnia/i sehpsar FnC( R46 16? q1< OOatarrO OOor.

dari total belanja daerah sebesar Rp 1.239.O39. 223.237,OO.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar
Pn2l Qi7 R51 2f)" OO llertarnFrah schesqr Pnl3O ?51 

"q7 
nO rneniadi.''-'!*_'

sebesar Rp22.088. 102.600,00 atau l,78Yo dari total belanja daerah
sebesar Rp1.239.039.223.237,OO terdiri dari Kesahran Bangsa dan
Politik semula sebesar Rp2 I .957.551 .2O3,OO bertambah sebesar
Rp 1 30. 2 5 r.397,0O menjadi sebesar Rp22.O88. 1O2. 600,00 ata:a 1,7 8o/o

ciari total belanja ciaerah sebesar Rp I . 239. 039. 2'23.237,OO.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

mengalokasikan belanj a daerah :

a. Untuk mendanai penyelenggara.ur urLrsan pemerintahan yang

menjadi keu'enangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2C14 tentang Pemerintah Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2O2O.

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai

ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah '
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2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaar alokasi anggaian untul< pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggarzrn untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar
RpS.707.675.600,OO bertambah sebesar Rp399.95O.5OO,OO menjadi
sebesar Rp6. 107.627.100,00 atau l,6170 dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp379. 126.216.806,00 Alokasi
angg€rran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar
Rp908.355.000,0O bertambah sebesar Rp29 1.223.OO0,0O menjadi
sebesar Rp 1. 199.578.0O0,00;

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula
sebesar Rp2,.942.694.OOO,OO bertambah sebesar Rp 1O8.727.5OO,OO

menjadi sebesar Rp3.05 1.42 1.50O,00;

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI sebesar
Rp161.827-6O0,OO;

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan sebesar
Rp1.694.800.000,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 f'ahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggara.n untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar

Rp6.725.868.500,00 bertambah sebesar Rp71. 547.114,OO menjadi
sebesar Rp6.797.415.614,00 alalu 3,34o/o dari total Urusal Pemerintahan
Bidang Kesehatan sebesar Rp2O3. 24 1.O3 7 .9o6,00 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut druraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesetratan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provirrsi (Kesehatan ibu Harnil) eetrula sebesai:

Rp877.400.500,00 bertambah sebesar Rp71'547'114,00 menjadi

sebesar RP948.947.6 l4,OO;

2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan' UKM

danUKMRujukanTingkatDaerahProrrinsi(KesehatanlbuBersalin)
sebesar RP396.966.O0O'0O;

3) Kegiatan Penyecliaan Fasilitas Pelayanan, Sarana' Prasarana dan Alat

KesehatanuntukUKPRujukan,UKMdanUKMRujukanTingkat
Daerah Provinsi (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar Rp115'O96'O00'00;
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4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Dacrah Prorinsi (Kesehatan Balita) sebesar Rp844.C28.CO0,CC;

5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia
Pendidikan dasar) sebesar Rp353.6OO.OOO,0O;

b, Kegiatan Penyetiiaan Layanan Kesehatan unmk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia
Produktif) sebesar Rp2.O83.433.OOO,OO;

7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dal UKM Rujukal Tingkat Daerali h-oviri si (Keeehatal pada usia ianjut)
sebesar Rp574.343.OO0,OO;

8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan penderita
hipertensi) sebesar Rp 1 1 7.925,OO0-OO:

9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Penderita
Diabetesmelitus) sebesar Rp35.4O5. OOO,OO;

10) Kegiatan Penyediaan Layalan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi fKesehatan orang dengan
garrgguan jiwa berat) sebesar Rp177.85O.OOO,OO;

11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan
resikc, terinfui<si virus yang rr'reierna-trJ<ari daya tahan tul.ruh rrra-rr usia)
sebesar Rp I 75.855.OOO,OO;

12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga
tuherkolosis) sehesar Rp973-967.OOO,OO

harus untuk memenuhi indikator SPIvI Kesehatan Sesuai Ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2O21 ter.tang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minima'l Bidang Kesehatan'

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi €mggar€rn untuk belan;a SPM Pekerjaan Umum semula sebesar

Rp2.769.917.600,OO berkurang sebesar Rp317'435'6O0'OO menjadi

""b.".rRp2.452.4a2.O0O,0Oatau2,29"/odaritotalUrusanPemerintahanBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar

Rp106.975.25 7.g77,OO Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut

diuraikan dalarn kegia:an sebagai berik'it:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Pringsewu semula sebesar

Rp1.830.001.600,00 bertambah sebesar Rp263'858'4o0'o0 menjadi

sebesar RP2.O93'860'OO0,O0;
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2l Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Regional semula setresar Rp939.9 i6.OOO,OO berkurang sebesar
D-EOr .l/!' t-\t\t1 /\t\ 

-^-i^): ^^L^^^- rt-/rEo a r.t r''t /\/.r/1 ^nr\PJ() r.Z, >"r.\.,U\-,TrJl.,/ rrrcrrjct(lr 5ti \Jct,an r\p.JJ().TJZZ.VVIJ,V\r.

harus untuk memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanal
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang
Penerapan Standar Pelayanan lt[inimal dan Peraturan Merrteri PeLerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat l{omor 29 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukinran

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar
Rp657.386.0O0,O0 berkurang sebesar Rp3.40O.O00,0O menjadi sebesar
Rp653.986.000,O0 atau 23,77o/o dari total Urusar Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.751.399.OO0,OO
Aiokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan daiam Kegiatan
Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat
yang terkena Relokasi sebesar Rp653.486. OOO,O0;

harus urrtuk memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permui<iman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah N omor 2 Tahun 2O i8
tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2O2l tenLang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 29
Tahun 20 18 tentang Standar Teknis Standar Pelavanan Minimal Pekeriaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Tranlibumlinmas semula sebesar

Rp405. 305. 000,0O bertamba h sebesar F-pc 4 -322.OOO, 0O menj adi setresar

Rp430.627.000,00 atau 2,260/o dai total Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
sebesar Rp19.O23.169.397,OO. Alokasi anggaran untuk belanja SPM

tersebut diuraikan dalain Kegiatan sebagai berikut:

l) Kegiatan Penangalan Gangguan Ketenterarnan dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Pringsew-u semula sebesar

Rp346.435.00O,00 bertambah sebesar Rp26'322.00O,O0 menjadi

sebesar Rp372.757.000,00;

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota tidak dianggarkan;

3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

tidak dianggarkan;

4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

sebesar RP29.87O.0O0,00;

5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tidak

dianggarkan;



6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelarnatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kab.upaten Priagse-*rr sefiirila s€besar Rp3C.OOO.OO0,OC berkurang
sebesar Rp2.0O0. 000,00 menjadi sebesar Rp28.000. 000,0O;

harus untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
It inirnal Dcrotntran Itilpnfari l-)al-:rn lVarrpri Nnrnnr (O Tahrrn n(l11 tcn+an<r

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Da-lam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar
Rp237 .446.42O,0O berkurang sebesar Rp49. 1 I 1. 120,OO menjadi sebesar
Rp188.375.300,00 atau 2,92o/o dari total Urusan Peme;intahan Bidang
Sosial sebesar Rp6.456.254.371,00 Alokasi anggaran untuk belaaja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di
Luar Panti semula sebesar Rp227.486.420,O0 berkurang sebesar
Rp49. f 1 1.12O,OO menjadi sebesar Rp178.375.3OC,OO;

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Elencana Alam dan Sosial
Provinsi sebesar Rp f 0.O00.000,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentar.g Penerapan
Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun
2018 tentang Stanciar Tei<nis Felaytrnan Dasar Pada Standatr R:layanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebljakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108

Tahun 2022 *"entang Rcncana Kcrja Pcmerin.-ah Tahun 2A23 dar, Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 te,rtang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23, Prioritas

Nasional Tahun 2023 meliPuti:

a. Mernperhrat veta]nanaJ.. Ekcr'"omi ,-rnt'.r.L Pertumbuhaa ya:ag Berkualitas

dan Berkeadilan (PNl), dianggarkan semula sebesar Rp13.994.355.847 
'OO

bertambah sebesar Rp227.09o,00 menjadi sebesar Rp|4.22 1.445.a47,oo

atau 1,1570 dari total belanja daerah sebesar Rp 1.239.o39.223.237 'oo
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang

Perubahan APBD I'ahun Anggaran 2023, diganakan dalam rangka

memperkuat ketahanan el<onomi untuk perfumbuhan yang berktralitas

dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas

produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan

mengoptimalkan Leterka-itan artt3|ra' sehor primer' sekunder' dan tersier'

Pelaksanaannyadifokuskanpadasektorpertarrian,industripengolahan,

-38-



-39-

pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung
penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan
kualitas in-"estasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai
produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju
Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi
hijau.

Pada Tahun 2023. sasaran yang akan diurujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya daya dulnrng dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan keq'a, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP)

yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Te"barukan (EBT) (PPi) dienggarkan semula sebesar
Rp769.366.500,00 bertambah/berkurang sebesar RpO,00 menjadi
sebesar Rp769.366. 5OO,OO;

2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) sebesar Rp 1 98.4 I 4. 5OO,0O;

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
(PP3) dianggarkan semula sebesar Rp5.4 10.963.600,00 bertambah
sebesar Rp30.00O.000,O0 menjadi sebesar Rp5.440.963.6O0,00;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4),

dianggarkan sebesar Rp528.753.000,00;

5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (LIMKM) dan
Koperasi (PP5), dianggarkan sebesar Rp866.236. 1OO,OO;

6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan sebesar

Rp2.330.993.450,oo;

7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan f ingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar

Rp1.575.794.500,00 berkr-rrang sebesar Rp6.647.O80,OO menjadi

sebesar Rp 1.569. 147. 42O,OO;

8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8),

dianggarkan semula sebesar Rp3.889.628.697 ,OO bertambah sebesar

Rp 1 97.090.000,00 menjadi sebesar Rp4.086' 7 1 8' 697,OO'



b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar Rp3.292.8O9.O0,O0
bertambah sebesar RpS. OCC. O0O, CO menjadi sebesan Rp3.297 .8A9.0O0, 00
atau O,27o/o dari total beianja daerah sebesar Rp 1.239.O39.223.237,OO,
yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pamdemi COVID-
19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber
pertumbuhan baru seiring pergeser€rn preferensi permintaan dan gaya
hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi
untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah,
mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan
mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp213.810.508.963,00
bertambah sebesar Rp9.526.575.7O6,OO menjadi sebesar
Rp223.337.084.669,OO atau 18,O37o dari total belanja daerah sebesar
Rp i . 239.039. 223.237,AA yalrg diarahkari pada keberlanjutan r€for-masi
sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan
stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
'|r^L''- ono2 .,^i+" --l. ---; F,-;l-'+.

J u(q r!uq5d,

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;

2) Reformasi sistem perlindungan sosial;

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
cPmPsf a'

4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Mengentaskan kemiskinan;

7) Meningkatkan produi<tivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PIil3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

l) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
(PPl) dalam rar^gka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp6.944.379.OOO,OO

berkurang sebesar Rp43..663.50O,OO menjadi sebesar

Rp6.90O.715.500,00;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau

penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar

Rp3.06 1.4 1 5.500,00 bertambah sebesar Rpl2'27 5'6aO,0O menjadi

sebesar RP3.073.69l. f 8O,00;
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3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta rnelalui peningkatan kapasitas sistem kesehatafi di seluruh
wilayah dianggarkan semula sebesar Rpt26.a49.26f .S l3,OO
bertambah sebesar Rp7.781 .86 ! . 026,00 menjadi sebesar
Rp134.63 1. 122.539,00;

4) Peningk-atan Peraerataan Layere:a Pendidikan Belk':eilitas (PP4) dalam
rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
dianggarkan semula sebesar Rp7 4 .7 28.4 48. 350, 00 bertambah sebesar
Rp 1 .407. 290.. 500,00 menjadi sebesar Rp76. 1 35.738. 850,00;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, darr Pemuda (PP5) dalam
ra:rgka meningkatkan perlindungan anak dan perempual dari
berbagai tindak kekerasan, pemhrdayaan perempuan di ekonomi,
politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan
semuia sebesar Rpi.85 i.O72.10O,OO bertambah sebesar
Rp2 f . 600.0O0,O0 menjadi sebes€r Rp 1.87 2.67 2. 1 OO,00;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset
produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan semula
^^l^-^- t)-.'t a1A i AAt', arlt'r nn L^r^-L^L ^^L^-^- D-1.'r .r?E i on /\n5Ctrjcnill t\Pz.7'r't.-?t /..rvvrvv r.r(rt Lcu.ll-,ctll scugsan t\l) tz.zl rJ.uov,v\J

menj adi sebesar Rp2.956.7 42.98O,OO;

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula
caha..r Pnl rA O?o qnn fin harf aml-.ah sahecar Pn7( OOA nnn nn

menjadi sebesar Rp 195.932.500,O0.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesar Rp31.277.O79. 166,00 berkurang sebesar
Rp2O7.674.100,00 menjadi sebesar Rp31.069.4O5.066,O0 atau 2,sloh
dari total belanja daerah sebesar Rpf .239.039.223.237,OO, yang
diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka
mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu
sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi lnental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk
memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan ;

3) Meningkatnya kualitas kehidupal masyarakat dan daya rekat sosiai;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkau kerukunan umat
dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga 'rntuk memperkukuh karakter
bangsa;
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6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasar€rn PN4 dilakukan raelalui 4 (empat) PP, yaitu:
1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk

Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas
Bangsa yang Maju, Modern, cian Berkarakter (PPii ciianggarkan semuia
sebesar Rp2 1.0 f 5.2f 6.4OO,OO bertambah sebesar RpI.O92.325.9OO,0O
menjadi sebesar Rp22. lO7 .542.3O0,0O;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
ivierrperkuat Ka.rakter deur Llerrrpcr.lcguir .iaii Diri Barrgsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan sebesar
Rp757. 143.00O,O0;

2l Irr-----l-,^+ \l^A^-^^; Er^-^-^..^,,-r-.1- lr^--,1^.1,-l-^- .r^l^-^-^i\.,, trr\,rlrP\,r 
^,Laa,r rrr\-^rr?r aJr !J(?1o.Ecu1r<r qrrtL]tA tYrlt rB(rAtlr tAa-r I rlrrcranrir!,

Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rp9.12a.379.7 66,00 berkurang sebesar Rp l 331.8OO.OO0,OO menjadi
sebesar Rp7 .7 9 6.57 9.766,00; dan

4l PpninoLqtan RTrrlqrr-a I itprasi Innrrasi rTqn Vtcatii'itq< Rooi

Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)

dianggarkan semula sebesar Rp376.340.0OO,00 bertambah sebesar
Rp3 1.800. 000,00 menjadi sebesar Rp4O8. I 40.00O,0O.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dal Pelayanan Dasar (PNs), dianggarkan semula sebesar
Rp64.958. 124 .7 67,OO bertambah sebesar Rp73.8 14.893 .627,OO menjadi
sebesar Rp138.856.768.860,00 atao 5,960/o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.239.O39.223.237,00 yang difokuskan pada peningkatan
produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dal berkelanjutan
melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan
infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak
fagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan lbu Kota
Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PNS yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastrukur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk merrdukung kegiatan ekonomi dan
akses naenuj u pelayanarl dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

4) Meningkatnya layanan energi Can ketenagalistrikan;

5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIIi.

strategi perryeiesaian isu srategis dan pencapaian sasal"a1l PN5 diiakukan
melalui 5 (lima) PP, Yaitu:

1) Infrastrulrtur Pelayanan Dasar (PPI) sebesar Rp2' 148'O48'O00,00;

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp6O'656'593 '527,OO;

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp66' 1O5'385 '427 'oO;,
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4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) tidak dianggarkarr;

5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp2.097.536.0OO,0O.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketal.anan Bencana, dan
Perubahan Iklim (PN6!, dianggarkan senrula sebesar Rp7 .48 1.7 7 5.350,00
bertambah sebesar Rp93.660.800,00 menjadi sebesar
Rp7.575.436.150,OO atau 0,61yo dari total belanja daerah sebesar
Rp t .239.039.'223.'237 ,OO yang <iifokuskan pada upaya rnenjaga keiestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas
dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi
ekonomi hijau yang inklusif dan berkelar,jutan serta pembangunan yang
berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh t)encana.
Pembangunan lingkungan hidup, ketahanar bencana, dan perubahan
iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup,
pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan
ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan
rendah karbon.

Pada Tahun 2O23, sasaran yang akan diwujudkan dalarn rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurang:nya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;

3) Meningkatnya capaian penunman emisi dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula
sebesar Rp1.62 1.524. 150,00 bertambah sebesar Rp20.699.000"O0
menjadi sebesar Rpl.642.223.150,00;

2) Peningkatan Ketahanarr Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi
peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan semula
sebesar Rp99.37 1.OOO,OO berkurang sebesar Rp2. OOO.OOO,OO menjadi

t)-111 a',a 1 
^n 

11 nnsu ur-scu r\P7, .J, .( vvv,lrv

3) Perabangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan
capaiaa penurunan emisi GRK terharlap baseline pada sektor energi,
lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan semula
sebesar RpS.760.880.20O,0O bertambah sebese.r Rp74.961.8C0,0o
menjadi sebesar RpS.835.842.OO0,00.
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Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar
Rp274.974.491.622,4C ata.a 22,20/,, dari total belanja daerah sebesar
Rp 1.239.O39.223.237,OO yang diarahkan pada peningkatan produktivitas
untuk transformasi ek()nomi yang inkJusif dan berkelanjutan. Peningkatan
produktMtas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi,
pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama
pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta
pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan
respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan
teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan
pemiiu, kegiatan'kegiatal terkait pemiiu durn peningkatan kuaiitas
demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik
berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses
bisnis yang efektif didukung oleh ASN orofesional untuk mewujudkan
birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan
pengawasan penyelenggara€rnnya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
(PN7) yaitu sebagai beriku,-t:

1)Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan
Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

5) Terjaganya Keuir:han Wilayah Negara Kesatuan Repubiik indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan
dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PPl) dalam rangka mewujudkan stabilitas
politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif,
dan partisipatif dianggarkan semula sebesar Rp3.648.757.000,00
bertambah sebesar Rp192.906.000,00 menjadi sebesar
Rp3.841.663.OOO,00;

2) Optimalisasi Kebrjakan Luar Negeri (PP2) ddam rangka menrngkatkan
efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan
internasional dianggarkan semula sebesar Rp2OO.610.181.555,00

berkurang sebesar Rp1.273.126.696,00 menjadi sebesar

Rp r99.337.054,859,00;

3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan

dianggarkan semula sebesar Rp48.465.966.948,O0 berkurang sebesar

Rp27 3.7 4 I.2 15,OO menjadi sebesar Rp4a. P2.223 733,OO;
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4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (pp4) dalam rangka meningkatkan
kualitas pelaksanaaa reformasi birokrasi instansi pemerintah
dianggarkan semula scbesar Rp,22.C 1 S. 1. 22.93O,CC bci:kurang sebesai:
Rp I .O3 1.46O.OO0,OO menjadi sebesar Rp2O.983.662.930,OO;

5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (pp5) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan semula sebesar
Rp2.635.392.20O,0O berh.rrang sebesan P-p2e..oOZ.l00.OO :reniadi
sebesar Rp2.6 I 5.485. 100,00.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten pringsewu telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Kabupaten
Pringsewu dengan Horitas Pembangunan Nasional Tal-un 2O23

P APBD 2023
Prioritas Nasional

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertuibuhar! yang Berkualitas dan
Berkeadilan (PN 1 )

Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjanga, darl Menjamin
Pemeraban (PN2l

| 3 .026 .57 4 .84? 13,253,664,847

3,292,809,0O0

3,297,409,OOO

1214.5rO. 6.222 1.239.039.223.237

(Rp)

2 o,27

14.2Meningkatken Surnber Daya Manusia
BerkLralitas dan Berdaya Saing (PN3)

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 sesuai

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerla Pemerlrtah 'I ahun 2U23 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7%o

sampai dengan 5,2o/o;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan

wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8'67o; serta

APBD 2023 Rasio Terhadap
Belanja Daerah

(Rp) \%)

3 225.765.6t5.649

Memperkuat lnfrastruktur untuk
Mendukunt Pengembangan Ekonomi
dan Pelaya.an Dassr (PNs)

216 ,499 ,976 ,263

2.51
31 ,277 ,O79 ,16 31,069,405,066

73.414.893.627

Revolusi Mental dan PeE:bangunan
KebudayBn (PN4)

Membanguo Lintkungan Hidup,
Meningkatkar Ketahanan Bencana, dan
Pembahan ndim (PN6l

64 .958 . 124 .7 67

o,617.44t.775.350 7.575.436.t50

27 4.970.O9r .622277 .376 .420 .633
Memperkuat Stabilitas Politil<, Hukum
Pertahanan dan KeafienBn derr
Tran sformasi Pelayaran Pubtk (PN7)

7

Jumlah A.lokasi Angtararr ddaE APBD

Total BelEnja Daersh

1.O7

No

I

4.

5,965.

6.
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c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menumnkan tingkat
pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,37o sampai dengan
4 ao/-trv /u.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali (rebound) kondisi sosia.l ekonomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COVID-L9 serla setelah melalui pembahasan bersam.a pemerintah
daerah harus mendukuag tercapainya IP[4 Kabupatea Pringse',l'u sebesa-r
7O,48o/o sampain dengan 77 ,Olo/o.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mensinkronisasikan
sasaran dan target penyusunzrn RKP Tahun 2022 tersebut guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui
5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Suriber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekeda
keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktui
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendonglcak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian
rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan sega-la bentuk regulasi
dengan pendekatan Onnibus I'aw, terntama menerbitkan 2 (dua)

Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Unciang-Undang mengenai Pemberriayaan UMKfoI;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi

keadilan sosial bagi selun-rh ralryat Indonesia.

4i Atokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten
Pringseuu Tah.ttn 2C23.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengalokasikan anggaran belanja

daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum
datam Tabel. 6 sebagni ircrikut:
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Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu berdasarkan
Prioritas Daerah Tahun 2023

5) Penanganan pandemi COWD-L9 dan menghadapi ancamtrn yang
membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan
pandemi COWD-L9 dan menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian daerah tersebut, Pemerjntah Daerah Kabupaten Pringsewu
melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:
a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha
daerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/ social safetg net,

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalarrr Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Terter:tu, Peruba,han i\lokasi, dan Pengg:.inaan Aaggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Ta}run 2021 .

6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5O ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaal
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besaranrrya telah ditetapkan sesuai dengal
ketentuan peraturan perunciang-ulldangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikart

Jumlahalokasianggaranuntukfungsipendidikansemulasebesar
Rp382.68O.O3 8.425,OO berkurang sebesar Rp2 '796 '67a'6 19'OO

menjadisebesarRp379.883.359.806,00atau3o,667odaritotalbelanja
daerah s-eiresar Rpl.239.039.223.2.37,W sebagaimana tercantum

dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

No Prioritas Daerah

Penguatan kualitas dan dava saing
sumbea daya manusia

Total Anggaran dalam
APBD 2023

(Rpi

Total ADggaian
dal,n P-AITBD

2023
(Rp)

Rasio terhadap
Belania Daerah

l''/.)

I r77.385.500 177.34s.500 0,ol

2
Pemeratqan kualitas sat'ana dan
Frssarsna derr trta K.Jola lirrglnrnger,
hidup I

7 575 436 i 50 o 6l

3.
Penguetan pertuEbuhan ekoDomi
daeral yant ilskluaif 866.236.100 866.236.100 o.o7

Peningkatan Kua.Iitas pel,ayassn pubtik
yang prima ( kofesionsl, progresif,
bersih dan akuntabel)

276.777.300 369.664.300 o.o3

5
Penin8*atan tonalusittas wilayah dan
haimoni sosia.l masyarakat

18.040.079.400 18.082.405.300 1,46

Jumlai Alokasi Anggaran dalam APBD

Total Belanja Daemh

26,442,253,650 27 ,O7 t ,127 ,350

| .2 | 4 .510 .466 .222 1.239.O39.223.237

7 4at 775 350

2, 18
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1

KOMPONEN PERHMUNGAN

Urusan Bidang Pendidikan:

1) B€lanja Op€rasi:

a. belanja pcgawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d- b€lanja bantuai sosial.

2) Bel,anja Modal;
(Inrse'! BidenAK.brdryaer:

1) Belar,ja Opcrasi:

a. belanja pcta!'ai;

b. belarrja barang ds, jasa;

c- bel,anja hibah;

d. bclanja bantrEn sosial.

2) Belanja Modal;
c. Umsan

Rp364.409-5S.7I5,-

Rp315.962.O99-225,-

Rp4O.SO4.951.49O

Rp7.642.5OO.OOO,-

o

Rp360.735.862.096,'

Rp3l 1.24o.325.356,

Rp41.813.036.74O

Rp7.642.5o0.@0,-

o

h

a. belarja p€ga$ai;

b. L,€iard{. ba{arB darr jara;

c. belanja hibah;

d. belanja bo.ltuAn sosial.

2) B€lanje Modal;

Urusan Bidartg Kepemu(iaaan dan Olahraga

l) B€Ianja Opcrasi:

a. belanja pegarrai;

b. betranja barang dan ja6a;

hibah

Rp ra .27O .4a7 .7 lo , ' Rp19 . 147 .497 .7 lO,

Rp3a2.680.034.425,- Rp379.aa3.359.406,-

3 t,5lol,

d.

d. belanja baltuan sosial

2) B€lanja Moda.l;

Betanja di luai Urusen Pendidikan, Uflrsen
I(ebudayaan, Urusan PeRpu stakaan dan
Urusan Kepe6uda6'r dal1 Olah€ta yang
menunjang kebutuhan rnasyaiakat dibidang

l) Belanja Tlrulsfer:

Belanja bantuan keuangan

2) Sub Keaiatan pada OPD

d8t

Anggaran Fungsi Pendidika! (a+b)

Total Daera}l

Rasio anggara.n Pendidikan (2:3) x looo/"

Telah oemenuhi alokasi frrngsi pendidikan sekurang-kurau$tya 2oo/c

(duapuluhpersen}daritotalbelanjadaerahsesuaiketentuandalam
Pasat 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2O03 tentang Sistem

Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2O2O lentang Cipta Kerja dan Pasal 81 ayat

(l) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Tabel. 7

Alokasi Fungsi Pendidikan

NO

Druarx rc^pusr a r.
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Nomor 18 Tahun 2O22 sesuai ketentuan butir G.I Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2Q22 ter:tang Pedoman
D^-.-,^-,-^- A Tifrn,Tr^L---r ErrJ Lr\>rlr,ld,rr /.rr rrrJ r d.rrtlr r ru rBBdJ iali z,v.z,r.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mempertahankan
secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran
fungsi pendidjkan sekurang-kurangnya 2O%o (d:ua puluh persen) dari
tnfof l-ralania Aaprol"r .,anr rtin-i^-itaoLan t,,r rrhtriL

pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

Anggaran Llntuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain
dialokasikan untuk program pada unrsan bidang pendidikan semula
sebesar Rp381.90O.O83.425,OO berkurang sebesar
Rp2.796.678.6r9,00 menjadi sebesajr' Rp379.103.404.8O6,00 atau
99,79o/o dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain
diuraikan dalam:

l)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp307.194.447.O75,OO berkurang sebesar
Rp4.203.969. I f 9,00 menjadi sebesar Rp3O2.99O.a77.956,OO atau
.79 ,7 6yo dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp379.883.359.806,00;

2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar

Rp73.280.360.350,00 bertambah sebesar Rp1.406.620.500,00
menjadi sebesar Rp74.686.980.850,00 ata! l9,66Vo dari total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp379.883.359.8O6,OO;

3i Program Pendiciik rian Tenaga Kependidikan semuia sebesar

Rpl.425.276.000.00 bertambah sebesar Rp67O.000,00 menjadi
sebesar Rpl.425.946.000,00 atau O,387o dari total anggaran untuk
fungsi pendidikan sebesal Rp379.883.359.806,OO.

Selanjutnya, penetapan i:resaran standar satuarr harga untr.rh Lenaga

pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2O2l teilang Pengupahan.
L-   1^l-^^: A^--^-^- l-/^^^l.-.-frr. r rlu^d.rt .rr rBBar an r

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar

Rp188.964.248.390,00 bertambah sebesar Rp14.276.789'516,00
menjadi sebesar Rp203.24f .O37.906,00 ata:u 71,640/" dari total belanja
daerah di h.r,ar gaji ASN, sebagair"pns tercantuut rlalem Tabel' 8

sebagai berikut:



No Komponen Perhitungan P APBD 2023

50-

Tabel.8
Alokasi Anggaral Kesehatan

APBD 2023
a Urusan bidsng Kesehatan:

l) Belanja Operasi:
a. belanja pega*.ai;

b. belarlja baiang dsn jasa;

c. belanja hibah;
d. belarja bantuan sosial-

2l Belanja Modal:
Belanja pada sub kegiatan di lua.r Ijrusa! bidang Kesehatart
yang tEenunjang Kesehau}n. antara lain:
1) Belanja Trensfer:

a. Belanja bantual keuangsn
b. Alokasi Flngsi fesehatan dari Belanja Bagi Hasil

Pajak Rokok Prqvinsi kepada Kabupaten/Kota
sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan

2) Iuran Jaminen Kesehrtan /.SN
3) Iuran Jaminan Xesehatan Non ASN
4) luran Jaminan Keschatan bagi DPRD
5) Iuran Jaminan lGsehatan b68i i(DH/WIDH
6) Medical Check Up bagi (DH/\,I/KDH
7) Pelal(sanarn Medicsl Check Up DPRD
8) Sub Kegatan Perencanaan, Pembangunan,

untu* Kepentingan Su-ategis Daerah Prcvinsi -

Pembanguna! Hung Ruang Rawat lnap Tower I
RS.Haji pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang

9) Progalr Pengelolaan dan Pengembangan Sietem
Penyediaan Air Minun pada Dinas SuEber Daya Air,
Cipta K.arya dan Tata Ruant

r0) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
Sosial pada Dinas Sosial
Koordinasi dan Sinlconisasi Pelaksanaan Advokasi,
Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Arnan (B2SA) pada Dinas
Ketah^nan P^rvan dun Perern,kan

11)

Tota.l Bel,anja Daerah di luar Caji ASN (3 4)

Rp17S.o49-604.477

Rp7o.565.129.A77

Rp104.134-474.600

Rp25o.0oO.OOO

o
Rp13.914.043.913

Rplaa.439.A22.72t
Rp77 .246 .2O7 .O47

Rp I10.943.615.674

Rp250.00O.OOO

o

Rp 14.4O1.215. 185
b

Rp144.171.554.184

Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 1009.

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya
sebesar l0% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji,
sesuai ketentuan Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 ten tang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 'I'afiun 2tJ22 ler*ar^g
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mempertahankan

secara terus menerus dan konsisten rnengalokasikan anggaran untuk
kesehatan sekurang-kuranglya sebesar i oczt, (sepuiuh persen) ciari totai

belanja daerah di luar gaji ASN, yarrg diarahkan penggunaannya untuk
pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Pringsewu

Aiokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai
r^^--:l--l-

| 1 ,64n/"

4

5

2

3

Anggaran Kes€hatan (a+b)

Gaji ASN

Total Belanja Daerah
Rp 144.964.244.39O

Rp 135.47O.437.748

Rp1.214.51O.866.222

Rp53.093.410.@2

Rp2O324l .O37.906

Rp59.069.483.718

11,190/o6

I

wt.239.O39.223.23i
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1) Program pada urusan bidang kesehatal semula sebesar
Rp188.927 .299.390,00 bertambah sebesar Rpl4.27 6.7 89.5 1 6,00
menjadi sebesar Rp2O3.20a.088.9O6,OO atau 99,98oh dari total
belanja, antara lain diuraikan dalam:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp62. I 14.986.a77,O0 bertambah sebesar Rp6.
4O4 OCQ 4On nn 6F^i^Ai cah4car PIAQ 6rlo 01< ?6.7 nn aralr

33,7 60/o dari total anggaran kesehatan sebesar
Rp2O3.241.O37.906;

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp1.25.O47.753.413,00
bertambah sebesar Rp7.781.861.026,OO menjadi sebesar
Rpf 32.829.614.439,OO atau 65,360/o dari total Ernggaran
kesehatan sebesar Rp2O3.241.O37.906;;

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman sebesar Rp96.9l6.OOO,O0 atau O,O57o dari totai
anggaran Kesehatan sebesar Rp2O3.24 1.037 .906 ;

d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan a sebesar
Rp 1.667.643. 1OO,OO atalu O,82yo dari total anggaran kesehatan
sebesar Rp2O3.24 1.037 .906.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek
belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar
Rp13.893.673.913,00 bertambah sebesar Rp8O5.796.272,OO

menjadi sebesar Rpia.699.470. i85,00 atau 7 ,'23o/o ciari totai
anggaran kesehatan sebesar Rp2O3.24 7.037 .906.

2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula
sebesar Rp18.634.289.006,00 bertambah sebesar

Rp2'iA.766.322,0O menjadi sebesar Rpi8.905.055.528,00 aLau

9,3Oo/o dari total anggaran kesehatan sebesar Rp2O3.24l-O37.906,
sebagaimana tercantum dalam :

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
,I{inum parla Dinas S'"rmbcr Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang semula sebesar Rpl.83O 001.600,00 bertambah sebesar

Rp263.858.40O,00 menjadi sebesar Rp2.O93.860.0OO,00 atau
7,O3o/o dari total anggaran kesehatan sebesar

Rp2O3.241.o37 .906;

b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar

Rpf 6.8O4.287.406,OO bert-ambah sebesar Rp6'9O8' 122,OO

menjadi sebesar Rp16.81 1.195.528,00 at-au 8,27o/o dari total

anggaran kesehatan sebesar Rp2 03' 24 1' 037' 906'

Penyediaan alokasi anggar€rn untuk penumnan preualensi stunting

(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurLlnan preualensi

kekurangan (under weighl) pada anak balita dan menurunnya

preualensi uastirtg (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub

ir.egiatan Perrgeiolaan Pelayanan Kesehatan Gizi lvlasyaraka t sebesar

RpiZO.SOO.OO0,00 atau 0,16% dari total anggaran kesehatan sebesar
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Rp203.241.037.906, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
I Lrrj\r-Lrrri l rtr lru rdll(lrr . rEEal d.r I ZWZJ \)aJ t l)r-rritL lrLiir,r itti rviLliti. r r

Dalam Negeri Nomor O50/489O/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang
Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
lzpephoran lD',na.i^moh na;a un4h n.in;mrrm vona Ai+a+onl,.n ^lah
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2O2 1 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi Anssareq dan Dana Transfer Umr.un sebesar
Rp591.176.501.OOO,OO sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai
berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Darla Transfer Umum

No Komponen Perhitu ngarr

Jutlla.l. dala.E

APBD 2023

(Rp)

Rp59l. l76.50I.OOO

Rp18.274.891.000

Jumlah dalam

P. APBD 2023

(Rp)

Rp591.176.50 1.00o

Rp 19.743.916.00o

Penerimaan

Dana Transfer Umum

a) DAU

b) DBH

1!,'nl4tr Da6a;EoD'

Pengurang

a) DAU Tadbahan

b) DBH yang bersrtat eanmarked

c) ADD

Jus ah Pengurang

Rp116.313. r24.000 Rpl I6.3 t 3. 128.000

Jumlah Dana Transfer Umum Yang
diperhitungkan

Rp494.607.269.00O

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastr'.rktur pelayanan

publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD

diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada da.erah dan/atau

desa.Belanjabagrhasildan/atautrarrsferkepadadaera}r/desa
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan'

sebagaimana tercan:um cialam Tabel' I0 sebagar berikut:

2

Rp493.138.264.000

I
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Tabel. 1O

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

APBD 2023 (Rp)

2

4

3

Total Belanja Daerah
Belanja bagi hasrl dan/atau
transfer kepada daerah
A^,'t I ^t^1 Aa.^.

a. belanja bagi hasil
b. bantuan keuangaa
Jumlah (a+b)

Selisih (1-2)

Minimal tlelan;a lnfrastruktur
Pelayanan Publik (4oo/o x
Seiisih)

Rpl.214.51O. 6.222

Rp5.774.325.OOO

Rpl7a.75A.267.2oo

Rps.774.325.0OO

Rpl7a.Aal.650.416

Rp 184.532.592.20O

Rp411.991.309,609 Rp42t .753.299.124

Tabel 10.1

Perhitungan Belanja lnfrastrukhrr Daerah

a) Belanja Modal

ll Tanah

2) Peralatan dan Mesin

3) Gedung dan Bangunan

4) Jalan, jaringan dan irigasi

5l Aset tetap lainnya
6l Aset lairnya

b) Belanjape,leliharaan
a) Belanja Hibah

b) Belanja Bantuan Sosia.l

c) Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja L:frastruhrrr Daerah
(1+2)

Rpl 1.572.7O0.oC'O Rpr2.35a.33a.7OO

Rp33.338. .09,+. '1OO

Rp 1 .59O.OOO.OO0

Rpr78.75a.267.2OO

Rp33+.4O8.834.452

Rpro9-r49.773-2s2

Rp 1.700.0{rU.00J

RpI6.215.891.294

Rp21.aa6.O4a.325

Rp59.990-696.379

Rp9.357.137.25O

Rp123.453.966.826

np 1.7ori.604.605

Rp19.O31.61O.532

Rp22.746.266.5OO

Rp7O.721.O12.439

Rpg.206.172.750

2

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengalokasikan belanja

infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang

langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau
pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yarrg berorientasi pada

pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi

keser:jangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah

40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi

ha.slL rla:t / ata,u transfer kepatTa rLa.erah da.n f a.ta:|- desa- sebesa.r

Rp1.O54.383.247.821 sesuai ketentuan butir G'3'b' l'ampiran

Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 34 Tahun 2022 terrtarlg

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarun 2023'

No Komponen Perhitungan
I

P-APBD 2023 (RP)

Rpr.239.O39.223.237

Rp ra4-555.975.416

Rpl -O29.974.27 4.O22 Rp 1.09.383.247.821

Komponen Perhitunga,
.Iurnlah Dalarn

APBD 2023
No

Jurnl€h Dalam
P APBD 2023

Rp33.334.O94.4OO

Rp1.59O.OOO.OOO

Rp178.881.650.416

Rp349.622.o5O.342

33,t6"1,32,47'kPersentase Belarrja Ini'astruldur
terhadap Transfer ke Daeran yang

Penggunaannya Bersifat Umum

I
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Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik belum mencapai 4Oo/o (empat puluh persen), Pemerintah Daerah
*^-,-^^..^:l-^- -^-^: l^l^-:- i-l-^^t--l-t.,- -^l^--^--- -.-Ll:t- -t^^-^LrrrurrJl;s(lcurliarr PUrSr r.rurdrrJil llllrdslrurl1.rl.rr Purdydrriur PLlullA \rdclia,r
secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas
akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur
sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2O27.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan parla Inspektorat Pe-menntah Kahr-rpaten Hngsewrr
semula sebesar Rp13.748.706.288,00 bertambah sebesar'

Rp274.405.338,00 menjadi sebesar Rp 14.023. 1 1 1.626,OO atau 1, 1 37o

dari total belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO antara lain
tercantum pada:

1) Program Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah

semula sebesar RpLO.223.787.288,00 bertambah sebesar
Rp 1 62.3O5.338,OO menjadi sebesar Rp I O. 386.O92 .626,OO:.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar
Rp2.211.009.000,00;

3) Program Pendampingan dan Asistensi semula sebesar
Rp 1 .3 1 3.9 1 0.000,00 bertambah sebesar Rp 1 I 2. 1 00.O00,0O menjadi
sebesar Rp f .426.0 10.000,00

Telah memenuhi alokasi Ernggaran penguatan pembinaan dan
pengawascrn pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pringsewu
sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tuju lima persen) dari total
belanja daerah sebesar Rp1.239.O39.223.237 ,OO sesuai ketentuan
butir G.9.b.ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8+
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengalokasikan
anggaran pengawas'an s:esuai dengan kervenangannya, untuk
mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:
a) Pelaksanaan pembinaan dan pengarvasan umsan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah <iilakukan daiam bentuk
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan pe:rundang-
undangan termasuk ketaataa pelaksanaan nonna, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
dan/ atau pemer:iksaan kinerja;

bl Reuiu dokurnen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan alhir rencana kerl'a
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat
daerah, Rancalgan kebijakan umum anggararr dan priorotas
plaftrn anggara.n sernentara, Ri(A-OpD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
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d) Reviu l,aporan Keuangan;
e) Kegiatan Pengau'asan Lainnya meliputi Probitg Audi| Reuiu

Laporan Kinerja, Reuiu LP?D, Femeriksaetn dengan tujuarr
tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Perrguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
rnalinrrf i nancpnrlalian rratifi lraci Pelalzcana an cr rrrrai npnil ei an

integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencega.han korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi
pencegalran korupsi cenntegrasr yang dlkoorctmasrkan komlsl
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan
liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
Laporat f petgatTuan ni.a.syata.kat ya.ng berindika-si kontpsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksa keuangan serta rindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal penrerintah, penerapan
rnanajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikal dan pelatihan serta bimbingan teknis minima-l 120
jam/tahun per APIP.

3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp9.O72.235.795,OO
bertambah sebesar Rpi48.377.i97,AO menjacii sebesar
Rp9.22O.612.986,OO atau O,7 4o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp 1.239. 039. 223.237,OO, antara lain tercantum pada:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar

".pa.252.25a.4 
7 3,OA berta:nbah sebesa_r Rp39O. 3 I 3. 34 9.OO rneniaCi

sebesar Rp4.642.58 l. 822,OO;'

2) Program Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp4.460.645.664,OO
berkurang sebesar Rp6O.O0O.0OO,0O menjadi sebesar
Rp4.4OO.645.664,OO;

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar
Rp 177.385.50O,00.
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Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
D----i-+aL rr-a-^L ^^l;-- --,{;Li, i 1Ao/^ 16^l v^^^ ^-^^ t\al^6 ^a,oa6)v!rqs tJvr ew 'r,
dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untr,r.k itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mempertahankan
alokasi €rnggar€rn untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam
rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

Alokasi Belanja legi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp4.8OO.O0O.OOO,OO atau
10,00% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar
Rp48.0O0.00O.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana
diarnanatkan dale,rn Pasel 97 ayltt (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2074 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No[Ior
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksarraair Urrdarrg-Urrdarrg iiorrror 6 Tahurr 2AL4 tertang
Desa dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

g. Aiokasi Beianja Bagi Hasii Retribusi Daeral"r kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belan;a Bagi tlasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa d ialokasikan sebesar Rp974.325.OOO,0O atau I 0,00%
dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp9.7 43.25O.OOO,O0,
beium/teiah memenuhi aiokasi anggaran unirrk Beianja Bagi Hasii
Retriousi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2O14 tentang Desa sebagairnana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 I Tahun 2019 tentang Perubahal
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tenlang
Peraturau Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan huruf D,16.d.2).a).(8) Larnpiran Peraturan Menteri Daiam
Negeri Nomor 84'Iahun 2022 tentang Pecloman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Arrygaran 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada pemerintah Desa
yartg dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar RplTT .25a.267.2O0,O0 atau
Rp60.945.139.2OO,O0 setelah dikurangi Dana Desa atau 10,00% dari
total Dana Perinbangan setelah dikurangi Da,a Arokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp22o-oai.378.4 r8,oo, teiah memenuhi Aiokasi Dana Desa
kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan daram pasa_r 96
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O 14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
^^l^^^:-^-^ . -r-L l:.-1--!- l^l--^-- l-^l: +^--t.L:- )^--^- rt^-^+,.-^-
5C UaB,arrtr€urd tEld-rl (llrrlJanl rJ(;ucr dPd( Adrl r"cr d,r1,rlrt !lurrBdrr ( \-ldLLr,rd,rl

Pemerintah Nomor 1 I Tahun 2O 19 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O 14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peratnran Menteri Dalam Negleri Nomor
84 lahun 2022 tentall.g Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan
Kesehatan Nasiona-l (JKN) dialokasikan semula sebesar
Rpi6.734.9O2.7OO,00 bertambah sebesar Rp2.500.OO0.OO0,0O
menjadi sebesar Rp19.234.9O2.700,00 atau 83,41o/c dan total
pendapatan pajak rokok sebesar Rp23.060.587.4O9,OO, yang
tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan
.Iaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah
memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesat 37,5Oo/o dari
pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penjrusunan Angga-ran Pendapatan dan uelanja
Daerah Talun Anggaran 2O23.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) ;

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.65O.OOO.02O,0O atau
0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237.OO
dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
Kabupaten meialui:

1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan
keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan
pcnanganan pelayalan sosia-l da sar;

2) dukmgan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui
Pola Asuh Anak dal Remaja di Era Digital yang rrreliputi peningkatan
kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba,
keLuarga anti trafficking, dan keluarga 1'ang melind,.rngi anak rt ari
kekerasan seksual;
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3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Penir.gkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
l-"-l;r-- 6"mlGr;4t,- 

---"-;- ^^^;^ -1,- t - ^ M'al,^6^6i-6 L^-L^-i-

keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;

4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman
dengan mendayagunakan lahan/ pekarangan dengan tanaman
produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye
program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai
upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan
l-^-^-^- I^- ^--L: ' *^-)^-^---nafapall Oafi alltlsipasi ra\&-ah pangall Serta merroororig
pengembangan r,lmah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;

5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaEln pada Pos
D-l^-,a-a- 1'ap^^?1,, /D^-.'^6^rrl A; t;^-L-r n^-- /k-1"--h6n -^r-r-l vaqJor.!r rur\Pauu u voJa^uu, qr !!r6AqL vvoq/.rLrqr.u

lain pengadaan a-lat kesehatan das:rr seperti timbangan digital untuk
ibu/anak, Antropometi, Thermometer, insentif bagi Kader PKK,
Kader Dasawisma dal Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang
berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB),

Angka Kematlan lbu (rbu haimll, melahirkan dan mlas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bal"g]a Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga
yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan
peranserta- !,jla-sy,x a-kat Lrntr-rk mengembanglr-a-n kegqa-tao keseha-tagt
dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh
dalam perencalaan keuangan sehat;

6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaar
10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
b) gotong royong;
c) pangan;
d) sandang;
e) perumahan dan tata iaksana rumah tangga;
f) pendidikan dan keterampilan;
g) kesehatan;
h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
i) kelestarian lingkungan hidup; dan
j) perencanaan sehat.

7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten/Kota dianggarkarr daiarrr APBD Ta}utr Ang5grart 2A23
dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dal sub
kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifrkasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sesuai dengan ketentual peraturan perundang-undangan-
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8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk
Belarja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci

^t-,--t- .-.:- -:^- ^L--^r- l^- ^-.L -:-^:-- ^L-.^l- -^ l^llr,LllL.lr (lL (,r.JJc^. rurLr.rrr (,LrJ(;,r\ Lr.Ll l sLll., l lll(-ld-rl UUJLA Pd,r,rd Pr(,Brarrr,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim
Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung
upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan
Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 1O Proppam Pokok
PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dukunga:r pengembang.rn kewirausahaan di bidang usaha kerajinan
rumahiangga, dukungan kegiatan rutin dan operasionai Sekretariat
Tim Penggerak PKK Kabupaten Pringsewu serta kegiatan lainnya.

9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
provinsi tersebut diprioitaskan untuk dianggarkan melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel
pemetaan sebagaimana dimaksud clalam amanat butir G.67 l,ampiran
E--^+,r-^- l\/r--+--: f)^I.,'i l\r-, ; l\I^B^, a/ T-l. ,,- onoa t66j^^

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Panrrpdiaan Ancoqran nada l\rlr Vr,oiqtqn Fenrnrqrrrran Rahan

Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar I[egara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan
Kesatuan ljangsa clan Politik semuia sebesar Rp'7'2'2 .30'2 .'2{JO ,OtJ
bertambah sebesar Rp28.721.9O0,O0 menjadi sebesar
Rp751.024.10O,00 atau 0,060lo dari total belanja daerah sebesar
Rp 1.239.O39. 223.237,OO dianggarkan guna mendukung Peningkatan
efe1.:tivita,s Fon-lm Koordina-si Pimpina.n Da.erah I(abr-rpaten dan Fon-rnr
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintatial dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali
Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan
butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentar.g Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
sebesar Rpf6.975.132.800,00 atau 1,37o/o dari total belanja daerah
sebesar RpI.239.O39.223.237,OO yang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Scngketa Ormas, Penga-*-asan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama
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Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2OO6 dan
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
n^^-^l^ /rrt^l-.:l v^-^l^ n^^-^1,- n^1..- f)^-^l:1^^-^^- rz^-.1-.-^- T T*^.L)ds;tdLal Yv dl\rr t\upara u<lLtcltt L,ral€tllt rEltrullllaractll r\cl llr\Ltlta,l r vrrrc(l

Beragama, Pemberdayaan Forum Kenikunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah lbadah, narnun alokasi anggaran tersebut dinilai
belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan
umat beragama di Kabupaten Pringsewu.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus menyediakan
alokasi anggar€rn yalg memadai guna mendukung Pelaksanaan T\-rgas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeiiharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Fo;rum Kerukunan Umat Beragama
dan Pendirian Rumah lbadah yang ciianggarkan pada perangkat ciaerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa
dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 9O3 /6397 ISJ tanggal 25 November 2O2O tentang
Penyediaan Anggaran Fomm Kerukuna-n Llmat Beragama Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Da-lam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

E'acilitaci I Icaha ltrli lrr.n [\rlpniadi I Isaha Kcnil dalatn Pcnoetnhartoan

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi sebesar Rp523.859.6OO,OO atau O,l2o/o dari total belanja
barang danjasa dan belanja rnodal di luar belanja modal tanah sebesar

Rp453.979.719.948,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 20'22 tanggal 30 Maret '2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Men5rukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksalaan
Pengadaan Barang,1.-Iasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pringservu belum memenuhi alokasi
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikrr.r, usaha kecil
dan menengah sekurang-kurangnya 4O7o (empat puluh persen) dari
total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal
tana-h. sesuai amanat Instruksi Presicien Nomor 2 'Iahun '2O22 tanggal
3O Maret 2022 tertang Cipta Keda.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mengalokasikan €rnggaran
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil
dan menengah sekurang-kurangnya 4O?6 (empat puiuh persen) riari
total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal
tarrah sesuai amanat Instruksi Fresicien Nomor 2 Tahun 2022 langgal
30 Maret 2022 tentang Cipta Ke{a.
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e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran pen€rngan€rn Penyakit Mulut dan K.uku sebesar
Rp52.500.000,0O atau O,O0% da-ri total belanja daerah sebesar
Rpl.239.039.223.237,OO agar dianggarkan pada Sub Kegiatan
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan
Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam
pelaksaaaennya harus mendukung pF-nenganan P.-nyekit Mulut dan
Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di
Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1 ) Sub Kegiatan F'asilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa sebesar Rp268.6Oa.4OO,OO;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa tidak
dianggarkan;

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar
Rp78.833.000,00;

a) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan kmbaga
kerja sama antar desa semula sebesar Rp 155.733.100,O0 berkurang
sebesar Rp24.870.000,00 menjadi sebesar Rp I 30.863. 1 00,0O;

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkerrbangan desa serta Lomba
Desa dan kelurahan sebesar RpSO4.223.O0O,0O.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.5l Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:
1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Pringsewu

sebesar Rp8.900.000,00;
2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi tidak

dianggarkan

Dianggalkan sesuai ketentuan butir G.81.bh L,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penl'ediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan
Hukum sebesar Rp428.372.OOO,OO, dianggarkan sesuai ketentuan
butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentarrg Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarart 2023,
dalam pelaksanaanya agar didukung den6;an regulasi yang sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
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i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideolog. Pancasila pada Generasi
Muda

Alokasi anggar€rn dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urLlsan
pemerintahan umum sekurang-kurangnya O,5% (nol koma lima persen)
dari total belanja daerah semula sebesar Rp99.999.90O,00 bertambah
schcqar Fn( ooo nno nn rnaniarti cehacar Fnlo4 aaa aoo oo cearrai

ketentuan buth G.74 l^ampiran Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor
84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023, Kabupaten Pringsewu belum mengalokasi a-nggaran dalam
rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi
muda sesuai ketentuarl dalam Peraturan Presiden Nomor 5l Tahun
2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan
berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi lentai cian
Pembangnnan Kebudayaan dalam RPJMN 2O2O-2O24, Pemerintah
Kabupaten Pringsewu meng€rnggarkan dukungan pendanaan program
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:
1 l norntrentltkan Pqslzilrrnlra'

2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasitra;
5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna
paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2O23.

j. Penyediaai-r €rnggaran yang bersumber dan BLUD, antara lain
tercanturn pada:

1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar RpI5.438. 180.OOO,0O

bertambah sebesar Rp93.932.O0O,00 menjadi sebesar
Rp1.5.532. 1 12.000,00;

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar
Rp55.55b.640.000,00 bertambah sebesar Rp4.316.882.313,00
menjadi sebesar Rp59.873.522.3 13,0O;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintair Penggarrti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 terrtang Cipta Kerja men dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 'Iahun 2O18 tentang Badan Layanan Umum
Daerah serta butir G.30 Lampiran Peratural Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedornan Penln-rsunair APBI) Tahttn
Anggaran 2023.



3. Belanja Operasi

Penyediaan €rnggar€rn Belanja Operasi semula sebesar
Rp9 1 5. 578. 5OO.77O,OO bertambah sebesar Rp 1 1 .826. O72 .227,OO menj adi
sebesar Rp927.4O4.572.991,OO atau 7 4,85o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp1.239.039.223.237,OO mempakan pengeluaran anggaran
unttrk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
ianalqa rrc,nAolz sahacrairnana dirnalzcrrri r{alr:nr Dacal (( aval ,Ol ppr.flr.n

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teirtang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjarrgaa Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar
AnIz1A A\A 77i OCg ni lrprlarranrr cahpcor PnOO7 '776 Z."O nn

menjadi sebesar Rp346.446.994.489.OO atau 27,960/o dari total
belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO dapat
dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN, kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai formasi pega\i'ai Tatrun 2A22, kebidt:atral kenaikal gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjalgan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitunpfian acress yang besarnya
maksirnum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tu njangan sesuai ketentuan butir
D.16.a.1)j).(l), butir D.i6.a. 1)j).(2), dan butir D.16.a.Uj).(4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian yang antara larn tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1)Belanja Iuran Jarr,inan Kesehatan ASN semula
sebesar Rp 1.6.816.367.279,OO bertambah sebesar
Rp6.9 Oa. I 22,00 menjadi sebesar Rp | 6.a23.2'! 5. 40 1, 00 yang
diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
,laminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23, Undang-Undang
Nornor 24 Tahlurr 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peratntran Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2O2O tentang Penyetoran iur ati
Jaminan Kesehatan Bagr Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D. 16.a. l)j).(s)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2O23.
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Selanjutnya, penyediaan aiokasi belanja
Kesehatan ASN sebagaimana diurankan
-^t--^: t--.-: t.-, +.5r- r,dxar vl r r l\ ll l.

iuran
daiam

Jamlnan
Tabel. i 1

Tabel.l 1

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

^--^ -^ rnaa Id.r i)u r ^ zwzJ \ r-.rr ,JlJ r 11

2023
JUMLAH (RP)

NO I(OMPCNEN PERHITUNGAI,I JUMLAH (Rp)

Penerimaan
Belan aG i Pokok ASN
Belan a T\:n Kel ASN 23.691.444.437 24 .O23 .724 .493

Belan a Tun Jabatan ASN
Belan Tun al t-l onal ASN

369.069.757.008

i 4.8 i 8.5 i 5.709 i4.762.790.280

16.823 .27 5 .401

Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3) t.q)7.751.570 2.060.445.121

Berdasarkan tabel diatas, besaran a-lokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya
sebesar Rp I4.7 62.' I 9O.28O,UO atau terdapat selisiir tebih
sebesar Rp2.O6O.485.121,O0 Selisih lebih dapat
dianggarkan apabila terdapat utang kepada penyelenggaran
Jaminan Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsew-u harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan
Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2OO4 tentarg Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Oll
tentang Badan Penyelenggara .Iaminan Sosial sebagaimana
telah diubah dengal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2OI8 tentang J aminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengal Peraturan
Presiden Republik Iadonesia Nomor 64 Tahun 2020.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Ta}rttn 2O2O

tentang Penyetoran lttran ,Jal,.inan Kesehata:r Ba.gi Peke4a
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan
butir D.16.a.1)j).(5) Lamptan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 'Iahun 2022lentangPedoman PenSrusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

b

3

C

256.742.4o4.330

4.591 .797.762

d 22.429.s23.744

257.445.733.751

4.605.394.416

1 .495.712.294
22.953.760.442

1 .497 .1 37 .21 3e

f.
Belan anTun
Belan a Tambahan

Umum ASN
ASN 59.833.33a976 58.945.175.026

2 Jumlah Penerimaan 370.465.392.7t6

Iuran yang harus ciibayarkan lJumlah Penerirnaan
x 4o/ol

4
P.lokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
pada APBD

16.4r6.367.279

I
a.
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(21 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula
sebesar Rp79.235.352,0O berkurang sebesar
n -- i.\L c-t\ /\r1 _--:^l: ^^l^^^^-l\pJ.'r,z.rr.J/ v,vv ltrLlrJd(rr suulsdl r\pr.J.ovo. i oz,,vl, Jdiits
diperuntukan bagr pimpiiran dan anggota DPRD
dianggarkan sesuai ketentuar-r Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2OO4 terfiang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Ncmor 24 Talun 20II tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat
Pasal 3O, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2Oi8 sebagaimana telah diubair beberapa kaii
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran iuran Jaminan
Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah <ti Lingkr:ngan
Pemerintah Daerah dan butir D.16.a. 1)j).(5) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

APBD TA 2023
JUMLAH (Rp)

P-APBD TA
2023

JUMLAH (Rp)

I Penerimaal

NO

, Belanja Tuljangan Aiar Keiengkapal., DPRD
Belaaja Tunjangan Alat Kelengkapan

e

2

3

4

DPRD
Jumlah Penerimaan 2.494.435.625

Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah 99.937.425

Penerimaan x 47"

Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)

A--,{----1.-- +^k-l ,l;-+^- k--^-^- ^l^1.--; dr55at or I 'ururr
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD,
belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan
Keseha.tan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya
sebesar Rp96.7OO.548,00 atau terdapat selisih kurang
sebesar Rp20.89 1.766,00.

892.290.000

72.419.640
Belanja I-lang Representasi DPRD

Belanja T\rnjangan Keluarga DPRD

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

a

b

c

892.290.O00

1.293.420.500

r24.920.600

l 293.420.500

56.317,275 48.963.600

2,4 t7 .5 13 .700

Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
DPRD pada APBD

79.235.352 75.nO4.742

12o.7o2.o7 3l 12o.491.766)

KOMPONEN PERHITUNGAN

96.700.548



-66-

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil
Bupati sebesar Rp6.000.O00,00 yang diperuntukan bagi
E..-^+:/rrr^1.:l E.--^.: -J:^---^-t-^- ^^^.-^: t-^.^-r.-^-,ruPatrl rla^rl uuParl \rra,rrBgan r\alr \>Ls(Iar ilLLLrrrtrdrr
Undang-Undang Nomor 4O 'I'ahun 2OO4 tentang badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 201 1 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Repubiik indonesia Nomor 64 Tahun 202O,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2020
tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan
butir D. 16.a. 1)j!.(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagr Bupati/Wakil Bupati sebagaimana
diuraikan dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabcl 13

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Wakil/Wakil Bupati

NO

3

KOMPONEN PERHITUNGAN

Penerimaan
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Dcrdrud rtIUdrBd' r\(rudBd l\urrl rrr\urr

Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Jumlah Penerimaan

40/o

Alokasi Belanja Iuran .raminan Kesehatan

APBD TA 2023
JUMI,{H (Rpl

D { DEIT-\ TA

2023
JUMLAH (Rp)

I

o

6.000.ooo 6. OOO.OOO

o

355.660.000

C

2 o o

6.000.000 6.000.000

+ KDH WKDH APBD
Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagr Bupati/Wakil Bupati, telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Iiesehatan bagi
Bupati/Wakil Bupati.

b) Beianja iuran Jaminan Keceiakaan Kerja dan Jaminan Kematian
yang diperuntukan bagi Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinarr dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(li Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminal
Keceia}caan Kerja dan -'aninal Kernaiial yang diper-uiit uir.an
bagi ASN, diuraikan pada:

Iuran yang harus dibayarkaa (Jumlah Penerimaan x

a, 366.650.000



-67-

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ke{a ASN sebesar
Rp1.049.074.196,00;

[b) Belanja Iuran Jamfuran Kematian ASN
sebesar Rp2.9 56.57 2.59O,0O.

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (11

Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 20 15 tentang
Jaminan Keceiakaal Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah
derrgan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017
dan butir D.16.a.1)j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2Q22 te-ntang Pedoman Penyrrsrrnan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pringsewu harusmengalokasikan:

(a) Bela:rja Jr-!-a:''! Jarninan Kecelakaar Kell'a ASN sehar.-rsn1'a
sebesar Rp616.277.77 O,39 atau O,24"/o dari gaji pokok
sebesar Rp256.7 82. 4O4. 33O, 00 sehingga terdapat selisih
Lebih sebesar Rp432.7 96.425,6 1,0O;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya
sebesa-r Rp77O.347.212,99 atau 0,3O% dari gaji pokok
sebesar Rp256.7 82.404.330,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp2. 1a6.225.377,O l.

c) Penyediaan anggarErn dalam rangka pengembangan pelayanan
kesehatarr di lual c-akuparr perr.veierrgBalaal janirran keseiratur
yang disediakan oleh BPJS Kesehatan da-lam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daer-ah sehesar Rpa3.75O.OOO,OO;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar
Rp32.750.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2O23. Khusus untuk Hmpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Pringsewu, dalarn pelaksanaannya harus berpedoman pada
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahttn 2017 tentang
Hak Kcuangan dan Administratif Pimpinan darr Anggota Dewarr
Perwalilan Rakyat Daerah sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

3) Haf< Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang aretara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar
Rp21.620.515.951,OO berkurang sebesar Rp153.240.219,00
sebesar Rp2 i.467 .27 5.7 32,OO yang diperuntukar bagi Pimpinan
.i^- A---^+^ nftE n l:^^^..^:l-^- .t^--^- D^-^6--^- D^-^-:-+^1^\rcLrl arr.rBBt Lct l-rl t\rJ tllocs\lau-ltcut utu5cul I f,;l.all.rt c111 r gll.tLr ultdll

Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keualgan dan Administratif
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2O23 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kcmampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektiwitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam pengguna€rn anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan'I\rnjangan
DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Reprcsentasi DPRD sebesar Rp892.29O.OOO,O0,
alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah
sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota l)ewan Perwakiian Rai<yat l)aerarr
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2O23 sebagaimana yang tercantum dalam
perhitungan Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14

Belanja Uang Representasi DPRD

APBD TA 2023 P-APBD TA 2023

(2) Belanjer Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rp 1.293.82O.5OO,OO dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentangHak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah 3sL1ageima1121 telah diubah <iengan Peratulett
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 atau 145% dari uang

JITMLAH (iA)l
POKOK DAN

UANG
REPRESEI{TASI

(Rpl

JUMLAH
PIMPINAN DAN

ANGGOTA

JUMI,AH GAJI
POKOK DA}I

UANC
REPRESENTASI

(Rp)

2,100,o00

URAIAN JUMLAH
PIMPINAN

DAN
ANGGCTA

2,1C0,000 I

2 3,360,000 2

J

Wakil (8Oo/. dari
uant
representasi

Anggota (75olo

dari uarg 37

2

Ketua D

DPRT]

5E,275,000 37 58,275,000

Junlah Pimpinan
dan Angggota 40 63,735,000 .1O 63,735,000

5
Ua,rg
representasi x 14
Bulafl)

892,290,000 492,290,o0O

Alokasi uanA
representasi pada APBD

892.290.000 492.290.000

Ketua (s€tara
dengan gaji
nokok (iLte-rnurl

1

3,360,O00

Selisih lebih bayar
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Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewrr
untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sesuai dengan kctentuari
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hal: Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralcy at Daerah;

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar
Rp131.087.250,00 berkurang sebesar Rp21.467.25O,OO
menjadi sebesar Rp I O9. 62O.000,OO;

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Letensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp3.024.000.000,00, telah sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 20 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor i Tahun 2$23 dan Peraturan Menteri Dalam iiegeri
Nomor 62 Taiun 2017 tentang Pengelompokan Kema;npuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana yang
tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Trrnjangan Komunikasi Intensif Pimpinar, dan

Anggota DPRD

4U 2,IOU.UUU

(5) Betanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp756.OO0.000,00
bertarnbah belum s'esuai riengan Pas:rl 8 ayat 6 huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ra-liryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nornor 62 Tahun 2Ol7 terftang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional
seharusnya sebesar Rp252.OO0.O0O,00 sehingga terdapat
selisih lebih sebesar Rp5O .0OO.0O0,0O, sebagaimana ya-ng

tercantum dalam Tabel 16 sebagai berilrut:

APBD TA 2023

JUMl,AH
PIMPINAN DAN

ANGGOTA
DPRD

UANG
REPRESENTAS

(Rp)

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

P- APBD TA 2023

ANGGOTA D

JUMLAH
PIMPINAN DAN

3 x dari uang
representasi Ketua
DPRD selama 12 Bulan

1

4U

Jumlah Pagu

2 Alokasi Tunjangan
Komunikasi lntensif
pada APBD

40

3.024.OOO.OOO

3.024.000.o00 40 3.024.000.000

o3 Selisih o

2. I UO.OUo

3.024.OOO.OOO



Tabel 16
Belanja T\rnjangan Reses DPRD

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar
Rp8.246.61O.424,OO harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 ter:tang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor i Tahun 2023 dan Peraturan ivlenteri
Dalzrm Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2007:

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar
Rp6.634.713.756,00 harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Republik Indorresia Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana teiah <iiutrah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas,
sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor i8 tahun 2Oi7 tentang Hak Keuangan cian
Administrasi Pimpinan dan A,rggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemberian Ttrnjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh
melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD P;ovinsi.

NO
KOMPONEN

PERHITUNGAN

APBD TA 2023
(1)

JUMLAH

DAN
ANGGOTA

DPRD

REPRESENTASI
(RP)

JUMLq.H

DAN
ANGGOTA

DPRD

REPRESENTASI
(Rp)

1 3 x dari uang
representasi
L-h,- nDDn

(KKD Rendah)

4Q 2.100.000 40

12rJ 252.OOO.O00
Alokasi tunjangan
reses seharusnya 12(o 2s2.000.oo0

2 Alokasi
T\.rnjangan
Reses pada
APBD

?<a nnrr nnn 7<4 n.\n nnr\

504.000.000Selisih 504.000.o00

-70-

APBD TA 2023
{21

2.100.000
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NO

3

b) Belanja Dana Operasional Pimpina:r DPRD semula sebesar
Rp1 10.88O.0OO,OO bertambah sebesar Rp2.588.004,OO menjadi
sebesar Rp113.468.0Orl,OO telah scsuai ketentuari Pasal 22 ayat
3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelompokan Kemampuair Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Fertanggunglawaban Dana Operasional,
sebagaimana yang tercantum dalam'Iabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17

Dana Operasional Pimpinan DPRD
KOMPONE}I

PERHITUNGAN
P - APBD TA 2023

a v ll-nd D-^-a-a-+^-i t1-i,,^

DPRD x 12 bulan

2 x 2.1OO.OOO x l2 :5O.4O0.OOO

Wakil Ketua DPRD
l,5x2OrangxUang
Representasi Wakil Ketua DPRD
x 12 Bulan

1,5 x 2 orangx l.68O.OOO x 12
bulan: 60.48O.OOO

Jumlah Dana Operasional
ketua darl wakil ketua DPRD I10 aao ooo

Alokasi Dana Operasional
pada APBD

Selisih

dapat dianggarkan sesr:ai ketentr:an Peratr:ran Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2Ol7 lenlang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor
I Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2Oi7 tentang Pengelorriprokan Kemarnpuan Keuairgarr
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional dengan tetap memperhatikal aspek efektivitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam pengguna€rn anggar€rn dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta
lahair rrrrrra.l- ne-gara yalg dilakrrkan srcara se-leictii dari irasiirrya
dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan
ketenflran peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Talrun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagairnana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023.

Ketua DPRD

APBD TA 2023

.t y trr-d pa^ra-an+o-;

Ketua DPRD x 12 bulan

Jumlah Dana Operasional
I orang x 2 x 2. IOO.OOO x
12 =50.400.OOO

Jurnlah Dana Operasional

1,5x2OrangxUaIg
Representasi WaKil Ketua
DPRD x 12 Bulan

1,5x2orangx 1.680.000
x 12 bulan- 60.4aO.OOO

I10.880.000

r 13.468.004 I13.468.O04

2.544. oo4 2.S88.004

I
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4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati
sebesar Rp587.878.457,OO atau O,38yo dari total Pendapatan Asli
Daerah sebesar RpSl.4O5. 1O2.578,00 dapat dianggarkan dan
penentuan besarannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat l2l Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kcpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah
Rp6O0.OOO.0OO,OO dan paling tinggi O,l57o dari target Pendapatan
Asli Daerah di atas Rp150.O0O.000.000.00.

Kabupaten Pringsewu telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud
aa-ir-; Latahtrran D---l O -.,^+ IOr L"-'f f D--^+"-^h D-'-6rihr^lr l\T^'-^-/ rJ q. ta,
1O9 Tahun 20O0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 200O tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

pFrrvFd;earr Eretania Toynhahln panohocilan aqN QFn l4

sebesar Rp59. 833.338 .97 6,OO berkurang sebesar Rp888. 1 63. 9 50,OO
menjadi sebesar Rp58.945. 175 .026,00 atan 4,L2o/o dari total belanj a
daerah sebesar Rpl.239.039.223.237,OO yang diuraikan ke dalam
rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban
Kerja ASN seftula sebesar Rp3O.832.986.008,00 ber'tairrliah scbesa,
Rp 1. 806. 1 37. 556,00 menjadi sebesar Rp32. 639. 1 23. 564,00 ;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran
sesuai ketentuan Pasal 58 Peratural Pemerirtah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a. 1)j).(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemeintah Kabupaten Pringsewu dapat memberikan
Tambahal Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipii
I\legara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada
Peratr:ran Pemerintah, dal dalarn hal belum adany2 Perarrlra-n
Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASI.I

setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Da-lam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan
kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdairat perubahan
besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan
Tarrrbalun Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahu-n
Anggeran2022.
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6) Tambahan Pengtrasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASI,I semula sebesar Rp104.O28.O56.106,00 berkurang sebesar
Rpl.089.O94.3CO,0C m€njadi s€besai Rp102.938.961.806,C0 atau
O,O8% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364. 148.181.960,00
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar
Fnl 614 nnn nfin nn.

b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
semula sebesar Rp426.733.106,00 berkurang sebesar
Rp2. 5OO. OOO,O0 menjadi sebesar Rp424.233. I 06,OO ;

c) Belanja T\rnjangan Profesi Guru (TPG1 PNSD semula sebesar
Rp90.778.253.OOO,0O bertambah sebesar Rp241.931.70O,OO
menjadi sebesar Rp9 1.O2O. 1 84.7OC,0O;

d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula
sebesar Rp2.499.000.000,00 bertambah sebesar
Rp 1 66.OOO. OOO,O0 menjadi sebesar Rp2.665.OOO.OOO,0O;

e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp8.569.O7O.OOO,OO
berkurang sebesar Rpl .524.526.000,00 menjadi sebesar
Rp7.044.544.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

(1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengeloia Keuangan
semula sebesar RpS.075.570.00O,0O berkurang sebesar
Rp 1.53 1.736.000,00 menjadi sebesar Rp6.543.834.OOO,O0;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar
Rp430.500.000,00 bertambah sebesar Rp70.210.00000
menjadi sebesar Rp5OO.7 1 O.OOO,OO;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2OlO tentang Tata Cara Pemberiar dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif
pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan T\rnjangan
Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi <iaerah, insentif
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
maksud butir D.16.a. 1)j).(8) Lampiran Peratural Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O2l terrlar:.g Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Arrgaran 2023.
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Berkajtan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah I'iomor
69 Tahun 2Ol0 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
apabila terlibat dalam kegiatar pemungutan pajak daerah dan
ietribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan
kepatutan, kewajaran dan ras:onalitas disesuaikan dengar:
besarnya tanggungfawab, kebutuhan serta karakteristik dan
kondisi objektif daeral.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden l{omor 53 Tahun 2023 dan butir
D.i6.a.iiji.(9i i,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri iiomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penlrrsunan APBD Tahun
Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksaraan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan diinaksud serta standar harga
satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatalr Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan
Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggar€rn Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp318.165.875.952,O0 bertambah sebesar Rp14.O68.481.775,OO
menjadi sebesar Rp332.234.357 .727,OO atatt 26,87oh dari total belanja
daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO harus digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanaliari program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemeriritahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait
dengan memperhatikan aspek efektivitas, ehsiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D. 16.a.2).a) Lampiran
Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggarzrn Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
tercantum pada objek:
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1) Belanja Barang semula sebesar Rp46.242.522.58O,O0 bertambah
sebesar Rp437.393. 103,00 menjadi sebesar Rp46.679.9f 5.683,00

a 'rt'|O/ .l^-: +^+^l l^^l^-:^ l^^-^t^ -^1-^-^-d,Lar,Ll .-rrt I /o Ltaal I tlJt€fl \rt tdrrla tlc(crdrr suucsar
Rp1.239.039.223.237,OO yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp46.231.002.580,00 bertambah sebesar Rp432.27a.l03,OO
mania;ti oalaacor P^AA 6A'l Oan Aa2 66 o+att '7 '7'7o/^ .iari r^f dl

belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO yang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincia;r objek:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar
Rp265.83 1. 1 50,00 bertambah sebesar Rp2 I 3. 000,00 meniadi
sebesar Rp266.044. 150,00;

(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
semula sebesar Rp2.817.49O.700,00 bertambah sebesar
Rp360.063. 596,0O menjadi sebesar Rp3. 1 77. 554. 296,OO;

(3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
semula sebesar Rp4.247.661.946,OO bertambah sebesar
Rp2 I 6. I 76.0O0,00 menjadi sebesar Rp4.463.837. 946,OO :

(4) Belanla Alat/Bahan trntuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

semula sebesar Rp289.220.000,O0 bertambah sebesar
Rp22.860.000,00 menjadi sebesar Rp3 12.08O.0O0,00;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
semula sebesar Rp1.163.954.730,00 berkurang sebesar
Rp22O. 6 I 7 .0O0, 00 menj adi sebesar Rp943.337. 730,00 ;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Oendera Mata semula sebesar Rp169.935.00O,00
berkurang sebesar Rp9.200.000,00 menjadi sebesar
Rp160.735.0OO,OO

(7) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp1.518.561.998,00
bertambah sebesar Rp17.6O3.32700 menjadi sebesar
Rp 1.536.165.325,00

(8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula
sebesar Rp8.798.789.000,00 bertambah sebesar
Rp632.O40. 0OO,OO menjadi sebesar Rp9.43O. 829.OOO, OO;

(9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula
sebesar Rp2.7 19 .O82.O00, 00 bertambah sebesar

(10) Beianja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula
sebesar Rp5.271.670.000,00 berkurang sebesar
Rp626. I 26.OOO, OO menjadi sebesar Rp4.6 4 5. 5 44.OOO, OO ;

(11) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar
Rp54.750.000,00;

(12) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar RpT4.OOO.OOO,OO;
(13) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp 1O.OOO.OOO,OO'
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(14) Belanja Pakaian Batik Tradisional
Rp101.150.OC0,O0 berkurang sebesar
menja,Ci s€b€sai Rp97.75O.COC.00;

semula sebesar
Rp3.4OO.OOO,Oo

dapat dianggarkan namun dalam pelaksana€rnnya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi OPD. standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Dacrah, jumlah pegar*'ai dan ;olumc pekcqaan scrta
memperhitungkan estimasi sisa per'sediaan barang Tahun Anggaran
2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi
dalam rangka efisiensi dan efektilrtas penggunaannya sesuai Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta}r:un 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasa_l 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri
itlomor 19 Tahun 2O16 tentang Perioman Pengeiolaan Barang Miiik
Daerah, sebagaimana maksud D. 1 6.a. 2).c). ( 1 ). (a) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam i\egeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanj:itnya, pen,-ediaan ailggaran yang tercaiitum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar
Rp3.762.293.000,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan
<rrl-r lzpaiar an naaaeint al.ran rlaaroh laar,ldadrL^h .;.i,{^- 

-i-; 
Er"^^r ;.u.i. su.unq

y€rnfT tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektilitas dalam pencapaian sasaran prograrn, kegiatan dan sub
kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai
ketentuai, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 'Iahun 2U 19
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir
D. 1 6.a.2).c). ( 1).(b) dan butir D. 1 6.a.2).c).( I ).(c) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penwttsttnan APRF) Tahrrn Anoclaran )O)3

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/ bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/ pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait
langsung ciengan pengaciaan/ pem bangunan sarnpar siap diserafr kan.

2) Belanja Jasa semula sebesar Rp127.666.291.606,00 bertambah
sebesar Rp4.692.534 .4O9,O0 menjadi sebesal Rp 132.358.82 6.0 1 5,0O
atau 10,680/o dari total belanja daerah sebesar
Rp1.239.O39.223.237,OO yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp84.440. 198.272,00
bertambah sebesar Rp1.383.241.640,00 menjadi sebesar
Rp85.823..139.9 12,CO atau 6,93?'u dari total bclarja dacrah
sebesar Rp 1.239.039. 223.237,OO.
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Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(11 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar
Rp4.853.600.OOO,00 berkurang sebesar Rp279.35O.OOO,OO
menjadi sebesar Ro4.574.250.000,00;

(2) Honurariurn Tirrr Pelaksana l(egiatan tiarr Sekretru iat Tirrr
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp1O.72 f .O60.000,00
berkurang sebesar Rp7O3.545.OOO,OO menjadi sebesar
Rp r0.O 17.515.000,0O;

(3) Honorarium Peni'uluhan atau Pendampingan semula
sebesar Rp77.I7O.OOO,OO bertambah sebesar
Rp2 1. 1 30.OO,00 menjadi sebesar Rp98.3O0.000,00;

(4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula
sebesar Rp24O.I5O.OOO,OO berkurang sebesar
Rp68.000.00,00 menjadi sebesar Rp 1 72. i 50.000,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar
Rp6. 175.468.000,00 berkurang sebesar Rp177.2O0.000,00
menjadi sebesar RpS.998.268.000,00 ;

(6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp2.186.040.000,00 berkurang sebesar Rp31.500.000,00
menjadi setresar Rp2. i54.54O.OOO,OO;

(7) Betanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan semula sebesar Rp1.510.020.000,00
bertambah sebesar Rp60.0O0,00 menjadi sebesar
p-, (rr) r)ar) nnn rlr).r\l,r.urv.vuv.

(8) Belanja Jasa Teoaga Administrasi semula sebesar
RpI2.428.200.000,00 berkurang sebesar Rp207.500.000,00
menjadi sebesar Rp72.22O.7OO.OOO,OO;

(9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar
Rp 1. 399.3OO.OOO,OO bertambah sebesar Rp I 44. 5O0.OOO,OO

nenjadi sebesar Rp l.543.8OO.OOO,OO;

(10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar
Rp3.625.100.000,00 berkurang sebesar RpS1.00O.000,00
menjadi sebesar Rp3.574. lOO.OOO,OO;

(11) Belarja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar

Rp2.603.532.290,00 bertambah sebesar Rp19.800.000,00
menjadi sebesar Rp2.623.332.29O,OO ;

(12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar

Rp2.300.550.000,00 bertambah sebesar Rp6.600.000,00
menjadi sebesar Rp2.3O7. 1 5O.0OO,0O;
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(13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar
Rp7.491.4OO.OOO,OO berkurang sebesar Rp84.6OO.OOO,OO

-^-:^l: 
^^l-^^^- l)-1 itlz o^n /\^rt /t/t.urEt tJdu r sc r.rcscu r\P r ..flr(r. (,v1./.rrvv,vv,

(14) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp936.500.000,O0;

( 15) Belanja Jasa Tenaga Infornasi dan Teknologi semula sebesar
Rp250.000.000,00 berkurang sebesar Rp20.000.000,00
menjadi sebesar Rp23O.0OO.OOO,0O;

(16) Belanja Jasa Iklan/Reklamc, Film, dan Pemotretan semula
sebesar Rp1.409.720.000,00 bertarlbah sebesar

Rp272.900.000,00 menjadi sebesar Rp 1.682.620.000,00;

( i 7i Beianja KawatT Fak-simiii/ in ternet/ TV Beriangganan semuia
sebesar Rp3.359.466.OO0,00 bertambah sebesar
Rp37. 353. 000,00 menjadi sebesar Rp3.396. 8 I 9. 0O0,O0;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan,
KCwalitlall, IaSlulralrLas uarr srsllrlvlras uali1llr PcllLdpalalr
sasai'an prograrn, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutr-rhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar
harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal
3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara
spesifik yang cii i- uangkan daiam perj anjian / penugasan darr
besaralnya sesuai dengan ketentuan peratxran perundang-
undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak
lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon,
internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir
D.l6.a.2l.c.l.(2).(a) l,ampirar Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar
Rp7 7.967 .7 42.O84,OO bertambah sebesar Rp2.7 64.7 63.680,00
menjadi sebesar Rp2O.732.5O5.764,00 ataw 1,670/o dari total
belanja daerah sebesar Rp 1.239.039.223.237,OO, dianggarkan
dalam rangka mewuju dkan Uniuersal Health Couerage (UHC) bagi
seluruh pendu<iuk yang diciaftarkan oieh Pemerintah Kabupaieri
Pringsewu dengan manfaat pelayanan di ruang pera'"vatan kelas
III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja
Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib melakukan
integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan
Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh
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penduduk, sebagaimana dimaksud butir D. I 6.a.2).c). (2). (b).v.viii)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentafig Pedomafi Penl-usunan APBD Tahun Anggaran 2C23.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pringsewu tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagiar atau
seluruhnya) Jarninan Kesehatan Daerahnya dengan maniaat
yang saria dengan .IKN, termasuk mengelola sebagian .Jaminan
Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana
dimaksud butir D. 16.a.2).c).(2).(b).vr Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedomen
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagr Peserta PBPU
dan BP Kelas 3 semula sebesar Rpf 3.381.200.000,00
bertambah sebesar Rp 1.6 1 1.560.579,00 menjadi sebesar
Rp 14.992.760.579,00;

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula
sebesar Rp8 I 1.854.780.00 bertambah sebesar
Rp7 24. 14A.36 1,OO menjadi sebesar Rp 1. 535.99 5. 1 4 1,OO ;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan,
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran
Jaminan Kematian bagr pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD) y-ang dipekeqiakan nrelalui pe4ianjian kerja/ kontrak
sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaan keria berupa santunan
kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v,
D.t6.a.2l.cl.l2).(b).vi. D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d),
dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp2.524.157.000,00 berkurang sebesar Rp522.021.O00,00
:nenjadi sebesar Rp2.002.136.000,00 atat O,l6oh dari total
belanja daerah sebesar Rp 1.239.O39.223.237,OO yang antaia
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rp246.600.000,00 berkurang sebesar
Rp35.000.0OO,O0 menjadi sebesar Rp2 1 I . 6O0. 0OO,O0;

(b) Belanja Sewa Mebel semula sebesar Rp 1,32O.15O.OOO,OO

berk-urang sebesar Rp3 i 5. 194.OOO,CIO menjacii sebesar
Rp1.0O4.956.000,00;
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(c) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula sebesar
Rp398.950.00O,OO berkurang sebesar Rpf.950.000,00
*^-:^a: ^^1-^^^- r)-.J6.' r\/.\rr /.t/.tr\ .\/\.rrrErrJaur scrJcJcl_r r\P!,7 , . r^r\r,\_r\rv, vv,

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rpl.9f i.779.000,00 berkurang sebesar Rp41.500.000,O0
menjadi sebesar Rpl.a76.279.OO0,0O atau O,157o dari total
hclania AaFrDh eahpcor Fnl 1?O fi2O OC? n'1'7 nn r,^hd -hiar-' ,vv J d^b

lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
semula sebesar Rp I .227.OOO.OOO,0O bertambah sebesar
Rp40.500.000,00 menjadi sebesar Rp 1.267.50O.0O0,00;

1b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp96.000.000,00
bertambah sebesar Rp8.000.0O0,OO menjadi sebesar
Rp1O4.000.000,00;

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp873.8O0.000,00 bertambah sebesar Rp123.950.OOO,0O
menjadi sebesar Rp697.750.000,00 atau 0,06% dari total
belanja daerah sebesar Rp 1.239.039.2'23.237,OO yang antara
lain diuraikal ke dalam sub rincian Belanja Sewa Audio
Visuai semr"rla sebesar Rp248.OOO.OOO,OO i:erkurang sebesar
Rp 1.O0O.000,00 menjadi sebesar Rp247. 000.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada rnasing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang rnilik
daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan €rnggar:an
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Perencanaal kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar.harga
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tehun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2A2O dan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Norrror 19Ttrhurr2Ci0
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud
butir D.16.a.2).c).(2).(f) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.
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d) Perryediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar
Rp9.752.33O.OOO,OO bertambah sebesar Rp7O7.42O.OOO,OO
menjadi sebesar Rp10.459.750.000,00 atau O,84o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp 1.239.039. 223.237,OO y ar,g a r.tara
lain tercantum pada:

(ai tseianja .iasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-iasa
Desain Rekayasa untuk Peke{aan Teknik Sipil
Transportasi semula sebesar Rp3.O65.OOO.0OO,0O

bertambah sebesar Rp15O.OOO.0O0,00 menjadi sebesar
Rp3.21 s.O00.0O0,0o;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan sebesar
Rp750.O0O.0O0,0O;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula sebesar
Rp930.000.000,00 bertambah sebesar Rp 1 00.000. 000,00
menjadi sebesar Rp 1.030.0OO.O00,OO;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung semula
sebesar Rp1.041.750.000,00 berkurang sebesar
Rp3OO.O00.000,00 menjarti sebesar Rp74 1 . 750.OOO,O0 ;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar
Rp5.456.OO0.O00,OO berkurang sebesar Rp58.2u0.000,0t)
menjadi sebesar Rp5.397.800.000,00 atau O,44o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp I .239.039.223.237,OO yang antara
lain tercantum pada:

(ai Beianja Jasa Konsuitansi Berorierrtasi Bidang-Teiernatika
semula sebesar Rp300.000.000,00 berkurang sebesar
Rp 100.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi
rt;llcIL-rd1l (li.Lt I f)irllf tld-tl .l Cl3.I-lll\. Scllluld sC lJCt,iat

Rp2.511.000.000,00 bertambah sebesar
Rp r 2 7. 000.000,00 menjadi sebesar Rp2. 638.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Khusus sebesar Rp33.OOO.OOO,OO;

dianggarkan narnun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pacia masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat tf) Peraturan Pemerrntafi
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Selain itu. uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap kualitas p€rumusa.n kebijakan baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi
menglkuti konsep fitL! cosf-,tg aLau nil,ai aset tetap yang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai
ketentuan butir D. 1 6.a. 2l.cl.(21.(gl Lampiran Peraturan Menteri
Da1am Negeri Nomor 84 'Iahun '2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggalkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan
secara seiektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan €rnggaran
riaerah serta tertib anggarrin eian aciministrasi riengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyeienggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi
dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh
bagi peiabat daerah dan staf Pemerintah Daerah. pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar
Rp8.845.326.500,00 berkurang sebesar Rp335.000.000,00
menjadi sebesar Rp8.510 326.500,00, dapat dianggarkan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 2017 tefltalrg Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Proyinsi dan Deu'an
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan l\lenteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2O18, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar
berpedoman kepada Surat Kementerial Dalam Negeri Nomor
188.1/8808/SJ tanggal 22 Olrtober Tahun 2Ol8 periha-l
Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahur,2018
tentang Penyrsunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
sesuai maksud butir D.l6.a.2l.cl.(2).(i).ii Larnpiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ter:tang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Da-lam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus
dilakukan secara sangat sel,ektif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanal penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah
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Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, tuarkshap, lokakauTa, scminar, uji kompetensi ,ialarn
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatrrr atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya
serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokoi pencegahan penularan
Corona Virus Disease- 19 sesuai maksud butir
D.16.a.2l.cl.{2}.(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pe<ioman Penlrusunan APBD
Tahun Anggarar,- 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan alnafi Corona Virus Disease
I r) /l; 1,6-l-^--; -^--1. l.^L;1,,-^- ..1^- -^-^-r^^+^- +^1,-^l^^:\/q5@ 4ot/!^ ALrrruqpqrr vdrr !,!rrralrra<r(<!r !rtuit rvf;r
informasi serta eflsiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosiali5asi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertilikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan secara uirtltol maupun hybnd sesuai maksud butir
D.l6-a-21-ci.Q).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentatg Pedoman Penyusunan APBD
Tahun .{nggaran 2023.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp1f .572.70O.O00,0O
bertambah sebesar Rp785.638.700,00 menjadi sebesar
Rp12.358.338.700,00 atau 1,0O% dari total belanja daerah sebesar
Rp1.239.039.223.237,OO yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian ob3ek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp8.9O5.370.000,0O bertambah sebesar Rp60.635.000,00
menjadi sebesar Rp8.966.OO5.OOO,OO atau O,72o/" dari total
belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO yang antara iain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
sebesar Rp7.12O.9aO.OOO,OO berkw:ang seb€sar
Rp3. 5O0.0OO,OO menjadi sebesar Rp7. 1 1 7.48O. OOO,00 ;

(2) Belanja Pemeliharaan AIat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Kantor- Alat Kantor Lainnya semula sebesar
Rp1-Of 1-O3O.OOO,OO bertambah sebeser P'p63.O9O.OOO,OO

menjadi sebesar Rp 1.O74. 120.0O0,OO;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Rumah Tangga- Alat Pendingin semula sebesar
Rp9O.2OO.OOO,OO bertarnbah sebesar Rp2.8OO.OOO,OO

menjaoi sebesar Rp93.000.000, 00 ;
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(4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatal Komputer-
Peralatan Komputer Lainnya semula sebesar
Rp2O.OOO.OOO,CO berkurai-,g sebesar Rp I C.COC.0CC,CC
menjadi sebesar Rp IO.O0O.OOO,OO;

(l tr'l;rnia Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu
, t r r.; I)rt rat -Rambu Bersuar sebesar Rp22.5OO.OOO,OO;

t . .r rcrnt:iiharaan Gedung tian Bangu.nan semuia sebesar
F ,,:1.r 330.000,00 bertambah sebesar Rp719.003.700,00
n , rrli sebesar Rp3.351.333.700,0O atau 0,27o/o dari total
b, ,1;r clrrcrah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO yang antara lain
fr .rrtrrnr nada:

( ;|clanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
l'empat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar
Rp1.307.3:1tt.000,00 bertambah sebesar Rp194.638.000,00
mcnjadi st l rr' 3s1' Rp1.50 1.968.0O0,OO;

(2) Belanja Penrr liharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat h,'r1rr Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar
Rp15.O0O.r , t.QQ;

(.1) Belanja Pemeliharaan Bangr:nan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ke{a l,ainnya
semllla sebesar Rp70O.O00.0OO,00 berkurang sebesar
Rp500.trr i'r ()00,00 menjadi sebesar Rp2O0.000.000,O0;

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bang-rnan Gedung
Tempat Keq'a-Betngunan Fasilitas Umum semula sebesar
iip610.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.O24.365.700,00
menjadi sebesa.r Rp 1.634.365.700,00.

c) Bt ' r Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
se[,, Rp35.00O.000,O0 bertambah sebesarRp6.0O0.000,0O
menj, sebesar Rp41.0O0.000,O0 atau O,0O% dari total belanja
daera: '.t:besar Rp 1.239.O39.223.237,OO yang antara lain
tercan[...]u pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air
Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air semula sebesar
Rp1O.OOO.000,O0 bertambah sebesar RpO,OO rnenjadi
sebesar Rp10.O00.00O,0O;

(2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan l,istrik-Jaringan
Listrik Lainnya semula sebesar Rp25.0OO.0O0,0O bertambah

sebesar Rp6. 000.000,00 menjadi sebesar Rp3 I . 000.000,00;
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Dapat dianggarkan narnun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
'l-^...^:^-^- 

-^--L^-^.^.-fi(, wcrJ.Lr drr scr rd lrcrrts,rrcrrrardrr l,urrBB,qrradrl d,lrB,E,drd.r \rd.lt

disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dahda-dddrah ----lihar-.,- l'ararr 
-ilil, 

A-a--l-. .'-na F.ara.lar vbB6

dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46 ayat
(1) dan ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Elarang Miiik Negara / Daerah, sebagarmana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 TaIrun 2O2O

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
D l6 a 2l r') l3l I.amniran P?ra.tu-ran Menteri F)alam Neoeri Nnrnnr
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp42.OO4.721 .7 66,00
bertambah sebesar Rp2.608.485.500,00 menjadi sebesar
Rp44.613.2O7.266,00 atau 3,6070 dari total belanja daerah sebesar
Rp 1.239.O39.223.237,OO.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar
Rp27. 690.084 . 000,00 bertambah sebesar Rp2. 137 .592.000, 00
menjadi sebesar Rp29.827 .67 6.OO0,OO;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar
Rpf3.058.675.000,00 bertambah sebes€r Rp691.30O.0OO,OO

menjadi sebesar Rpl3.7 49.97 5.O00,00;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula
sebesar Rp945.424.0O0,0O berkurang sebesar
Rp1 1 1.672.O0O,OO menjadi sebesar Rp833.752.00O,O0;

(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula
sebesar Rp 1 6. 785.000,00 bertambah sebesar Rp 1.865.000, oo
men;adi sebesar Rpf 8.650.0O0,0O;

harus diiasionalkan . dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutar,l dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan.Pernerintah Nomor i2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan:Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,
dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari
dan pesertanya dibata-si serta m.emperhatika,n target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
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kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
transparan dan akuntabel sesuai peratlrran perundang-undangal.
(a+^-l^- L:^..^ .,-.,,1- -^-:^i^-^- l:-^^ l:^---uraJd. urrru^ lr.,tJaJattd!t urrrds urarrrlii<dr riitlr s( siri:tr
dengan ketentuan peiaturan perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas pahet meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun ya-l-rg

dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelerrggara di dalam kota
Peri-ieritrtah Daerah peserta tjarr biaya perjaiairaii diiiasr,l a
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir
D.16.a.21.c1.(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas
paket meeting luar kota digunakan untuk mengalggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanal<an di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara
dan dibiayai seluruhnya oieh Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilal<sanakan di luar kota Pernerintah Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah
peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(a).(a).v Lampiran
Pe!'atr-rran Menteri Dala.m Negeri Nn144p 84 Tahr-rn )O)) tent.ano
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas
ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat
urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, antara lain telah memiliki pe{anjian kerja sama antara
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan pihak luar negeri dan
dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi
Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar
i.iegeri dan Peraturan Merrteri Daiarn i.{egeri i{omor 29 Tahun 2Oi6
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD.
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Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COWD-I9 di
Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menunda
-^t^1.^^-^^- -^-i^l^-^- l:-^^ l-^ l-.-- - ^-^--.: l-^^--^l: i-^-:^r^- ---,--Prrcuasitrrdiarr Pl;r_rcucurdrr ullrds r\u rLrilt rIEBUrr, r(cr-(raan ^uBtaLdlt Jdiiti
bersifat urgent sebagairr,ana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 09916937 /SJ tanggal 6 Desember 2C2l tenlang Imbauan
Menunda Pe{alanan ke Luar Negeri.

Qaloir i+rr 6ahr'.,,{i^4h ^l^1,4a; ^a;-l^h^- n;--- --,{-.q^t'a4arP!rl(lerArurrraJPava.

a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp3.592.516.266,00 atau
5,94yo dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar
Rp60.481.683.697 ,OO;

b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp14.7f9.O54.000,00 atau
28,290/; dari total beianja pada Sekretariat DPRD sebesar
Rp52.02O. r 18.978,CO;

Agar dirasronalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serla penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengari kebutuha-.-i n1-ata pada masing-
masing kegiatan sebagaimanir dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Sclanirrfnva hacil r.si^holicoci -alr--ai----,.li*-L-'',{ .li-li}"L-,.v....rJgg.J4,

untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan/atau
,3alam rangka pemenuhan alokasi ii,eianja daiam perrerapail taiai.ratr
normal baru, produktif dan aman COWD-|9 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi
dan penganggaran belanja wajib dalam rangla penanganzrn darnpak
inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) tselanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikal kepada Pihak
Ketiga/ Pihak L,ain/ Masyarakat semula sebesar Rp f . 974.450. O00, 00
bertambah sebesar Rp1.186.000.000,00 lrrenjadi sebesar
Rp3.160.450.000,00 atau O,260/o dari total belanja daerah sebesar
Rpi.239.O39.223.237,W yang diuraikan ke dalarrr rincian objex
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain / Masyarakat sebesal Rp2.6O4.15O.OOO,OO yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
sebesar Rp318.450.000,00 dapat dianggarkan daengan
pelalsanaannya tetap memperhatikan aspek efel,rtivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengarr itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat,
penangErnan dampak sosial kemasyarakatan akibat peng5;unaan
tanall milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya
suCah ditentuken sesus.i Cengan ketentuan peraturan perundang
undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) l,a-rnpiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri l.lomor 84 Tahun 2022 terrtang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O?.3.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp33.338.O9a.4OO,0O
bertambah sebesar RpO,OO menjadi sebesar Rp33.338.O94.4OO,OO
atau 2,690/o dari total belanja daerah sebesar
Rpl.239.039.223.237,OO yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp15.800.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rpi5.8OO.OOO.OOO,OO yang tercantum pada Sub Xegiatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Penirrgkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah;

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rp9.730. 300.000,00 bertambah sebesar RpO,00 menjadi
sebesar Rp9.73O.3OO.OOO,OO yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek belanja:

(l) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.7 22.OOO.0O0, 00,
yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan kmbaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Pe ru.rd a.,rg- Urr.Ca.,rgan;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar RpI.420.800.000,00, yang diuaikan ke dalam sub
rincian objek Bcl*rja Hibah Uarry kepada Bad^an Cen Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosia.l yang Telah Memiliki Surat
Ketera ngan Terda-ftar sebesar Rp I .42O. 8OO. OOO.

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan lrmbaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp522. 5OO.OO0,OO,

yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp522.5OO.O00,0O.
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(4) Belanja Hibah Ban tuan I(euangan Kepada Parta Politik
sebesar Rp53O.294.4OO,00.

2) Bantuan Sosia-l sebesar Rpl.59O.OOO.OOO,OO atau O,137o dari total
belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237 ,OO yang diuraikan ke
dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada
Keluarga sebesar Rp1.590.000.000,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semuia sebesar
Rp I 09. I 49.7 7 3. 252,OO bertam bah sebesar Rp 1 4. 304. 1 93 .57 4,OO menjadi
sebesar Rp123.453.966.826,OO alau 9,96Vo dari totai belanja daerah
sebesar Rp 1.239.039.223.237,OO agar penganggaran diprioritaskan untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana larrg terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta

pertumbuhan ekonomi daerah, sebtrgaimana maksud butir D.16.b.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Arrggaran 2O23.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset iainnya yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daeral-r, melewati batas
minimal kapitalisasi asset, ber-wujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
narrnal antitac r{an rlinaralph atarr .liha^drh 

'lahd6- 
malzorrrl rrnrrrL

digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud
butir D.16.b.3) dan t-rtrtir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pen5,rrsunan APBD Tahun
Anggaran 2O23.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada
perenc€rnaErn kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta
ketersediaan barang milik daerah ,'ang ada. Selanjutnl-a, iierencanaari
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD
dalam pengusulan penyediaan €rngg€rr€rn uutr.rk kebutuhan barang milik
daerah yang baru (new initiatiue) dan angka dasar (baseline) serta
pen)'usunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahwrl 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negala/ Daeralr sebagainrana telah diub:*r dengam Peraiuran Peurerinia.ir
Nomor 28 Tahun 2O2O dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 20 16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
sebagairrrana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Ar.ggaran2023.
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Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
peruba.han kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan
ltnnt rob Ailol,c.;n.;l,an Aanc'on lratanttran ncnoml-rol-ron nilo; lz^rtr-1, .l-hi.

tidak melebihi 10olo (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat {21 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Ta]l-l:un 2O27.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp1.700.000.0O0,00 bertambah
sebesar Rp8.6O4.6O5,OO menjadi sebesar Rpf .7O8.6O4.6O5,OO atau
O,l4o/o dari. total belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp 1 6.2 1 5.89 1. 298,00 bertarabah sebesar Rp2.8 1 5. 7 I 9. 234,OO menj adi
sebesar Rp19.O3l.6l0.532,OO yang ciiuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar RpO,00 bertambah sebesar
Rp5.000.O00,OO menjadi sebesar Rp5.OO0.O0O,O0 atau O,O0% dari
total belanja daerah sebesar Rp 1.239.039. 223.237,OO.

2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp0,OO bertambah sebesar
Rp41.960.0OO,OO menjadi sebesar Rp4f .960.000,00 atau 0,00olo dari total
belanja daerah sebesar Rpl.239.039.223.237,OO yang diuraikan ke dalam
objek Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar
Rp41.960.000,OO;

3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar
Rp3. 573. 743. OO0,OO bertambah sebesar Rp 7 38. 67 2.7 +2,OO menj acii
sebesar Rp3.712.4f 5.742,OO atau O,30%o dari total belanja daerah
sebesar Rpf .239.039.223.237,OO yang diurarkan ke dalam rincian
objek:

a) Ei,elanja Modal Alat Kantor serrruia s€tesar Rp473.655.0OO,O0
bertambah sebesar Rp 194.967.0OO,0O menjadi sbbesar
Rp668.622.OOO,O0;

b) Belanja Modal AIat Rumah Tangga semula sebesar
E-a otE .7io rlrl/\ nn ,^-1^---^- -^L^^^- o-41 

^ot'\ 
o<a nnNPz..(>\rrr., r u.\r\rvrrr\r uU liL{-r d..r rti t\yv,.zz.v.Lra,vv

medadi sebesar Rp2.7 63.497 .7 42,OO;

4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula
sebesar Rp413.640.00O,00 bertanbah sebesar Rp2 12.O2O.OOO,0O

rnenjadi sebesa!' Rp525.550.000,00 atau O,O5o/r dari total belanja
daerah sebesar Rpl.239.O39.223.237,OO yang antara lain diuraikan
ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Alat Studio semula sebesar Rp389.64O.OOO,OO

bertambah sebesar Rp167.720.000,00 menjadi sebesar

Rp557.360.000,00

b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp24.OOO.OOO,OO

bertambah sebesar Rp44.300.00O,00 menjadi sebesar

Rp68.300.000,0O yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
Beianja Modal Alat Komunikasi TelepLane.
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5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp2.323.O45.OOO,OO
bertambah sebesar Rp 1.769.368.OOO,OO menjadi sebesar
D.^n /\a\/t ,1O .\.r/\ n^ ^.^.. a\ aao/ )^; .^+^l L^t^-:^ l^^-^l^ ^^L^^^Ktri.V]rz.-r tJ.IJUIJ,UU ii Liill U,J.1"zu qar-i iotai Ociaiij a Gaeran SCDCS.T

Rpl.239.039.223.237,OO yang diuraikan ke dalam rincian objek:

al Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar
Rpl.925.906.OOO,OO bertamhah sebesar Rp1.378.O89.0O0,OO
aariaz{i ca}raca- Pn2 ?A? OO< nnf) nn

b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar
Rp397.139.000,00 bertambah sebesar Rp391.279.000,00
menjadi sebesar Rp788.4 18.000,00.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp2 1.886.O48.325,00 bertambah sebesar Rp90O.2 1 8. I 75,00 menjadi
sebesar Rp22.786.266.500,00 atau I ,84o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.239.O39.223.237,OO yang antara lain diuraikan ke dalam
objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke
dalam rincian objek Beianja &Iodai Bangunan Gedung Tempat Ke{a
semula sebesar Rp 19.446.048.325,00 bertambah sebesar
Rp6O5. 000.000,0O menjadi sebesar Rp2O. 05 l. O48. 325,0O Selanjutnya,
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan
ke dalam sub rincian ob-iek:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp95.450.00O,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Laboratorium sebese.r
Rp 1.62O.7OO.OOO,OO;

(31 Belanja Modal Bangulan Gedung Tempat Pendirli kan sebesar
Rp5.940.667.710,00;

(a) Belanja Modal Bangunan Pasilitas Umum sebesar
Rp11.396.25O.OOO,oo.

d. Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi semula sebesar
Rp59.99O.696.379,OO bertambah sebesar Rp10.730.316.060,O0
menjadi sebesar R97O.721.012.439,00 atau 5,717o dari total belanja
daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,OO yang diuraikan ke dalam
objek:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
P.p49.039.437 .O7 9,OO bertambah sebesar Rp i 0. 240.3 1 6.060,00
menjadi sebesar Rp59.279.753.139,OO atau 4,78oh dari total
belanja daerah sebesar Rp 1.239.O39.223.237,OO yang diuraikan
pada rincian oUek Beianja &fodai Jalan sebesar
Rp59.279.753.139,00,

b) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rpl.1OO.OOO.0O0,0O
berkurang sebesar Rp10O.OOO.000,00 menjadi sebesar
RpI.OOO.OCC.OOO,OOatau O,03% dari total bela,:ja daera,h s€besai
Rp 1.239.O39. 223.237,OO;



J
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e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sernula sebesar Rp9.357.137.250,00
berkurang sebesar Rp15O.664.5OO,OO menjadi sebesar
Rp9.246.472.75O,OO aia,u 4,740/" dari total belanja daerah sebesar
Rp 1.239.039.223.237,OO yaog diuraikan ke dalam objek Belanja
Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuengen dan kebutuhan d.gerah berdasarkan prin sip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2O22 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penyediaan arggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar
Rp 1.050. f 44. 298,00 bertambah sebesar RpS.5 | 6.27 2,00 meniadi
sebesar Rp 1.O55. 660.570,00;

b. Belanja Modal AIat Laboratorium semula sebesar
Rp2.677.744.OOO,OO bertambah sebesar Rp286.23O.0O0,0O
menjadi sebesar Rp2.9 63.97 4.0OO,OO.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran derr laboratorium tersebut dengan harga yang
kornpetitif dalam rangka rrreningkatkan peia5ranan kepada mas5zarai<at,
sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimal<sud dan kepastian dalam pelayanan
kepada masyarakat.

DtrrialrJ? I l(titll I cI uuga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeh.raran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
ta.hun-tahun sebehrmnya dan ba.ntrra.n sosial yarrg tidak da-pat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan COWD-19 dan dampaknya serta
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutanaan Penggunaan Alokasi Anggaian Untuk Kegiatan
Tertenfrr, Perubaharr Alokasi, dan Penggtrnaan Aliggat-al Peii,Japatatr
dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2O2j.

Penyediaan anggaran Relanja Tidak Terdr:ga semula sebesar
Rp5.250.000.00O,00 berkurang sebesar Rpl.7 25.29 1.996,00 menjadi
sebesar Rp3.524.708.004,00 ata:u O,28o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.239.039.223.237,OO dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
20'22 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sil'atnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaa.n Keuangan Da-era.h.
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6. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran tselanja Transfer seraula sebesar
Rp 184.532.592.2OO,OO bertarnbah sebesar Rp I23.383.2 16,OO rnenjadi
sebesar Rp184.655.975.416,00 atau 14,9O%o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1. 239.039. 223.237,O0 yang diuraikan pada:

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp5.774.325.000,00 bertambah
sebesar RpO,OO menjadi sebesar Rp5.774.325.OOO,OO atau O,47rto

dari total belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.23'/,OO yang
diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:
1) Belanja Bagr Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kahupaten,/kota dan Desa sehesar Rp4.80O.OO0.0O0,O0 atar,r
O,lOo/o dari total pendapatan pajak daerah sebesar
Rp48.000.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10%o

(sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 97 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pernerintah Nomor i i Tahr:rn 2O19 <ian burir
D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 teotang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

2i Beiar{a Bagi Hasil Reiribusi Daerah Kabupaten/ kota Kepacia
Pemerintahan Desa sebesar Rp974.325.0OO,OO atau 0,10% dari
total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp9.7 43.25O.O0O,0O;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daeralr kelrada Pertrertrtah Desa paling setiii<it sebcsar
1O7" (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nornor 1l Tahun 2Ol9 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Peny.usunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rpf 78.758.267.2OO,OO

bertambah sebesar Rp 123.383.216,O0 menjadi sebesar
Rp178.88f .650.416,00 atau L4,44o/o dari total belanja daerah sebesar

Rpl.239.039.223.237,O0 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian
objek yaitu:

1) Belanja Bantuan Keuangan altar Daerah Provinsi semula

sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah sebesar

Rp123.383.216,00 menjadi sebesar Rp1.623.383.216,00 atau
O, i 396 dari iotal beiai-{ia tiaerai r sebesai- Rp i .239.O39.'223 -237 'AO



2l Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp177.258.267.2AO,O0

lA rr.lO/ J^-: r^.^l 1-^l^-:^ J^^-^'h ^^L^^^-r_lcrcl-rrlct \rct(tdrr ,1-lrt sdt
Rp1.239.O39.223.237,OO.

dianggarkan dalam rangka kerja sarna daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tuj uan tertentu
lainnva rnrna rnamharilzan manfaat h4oi npmhari Aan I ototr npnarima

bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2O23 sesrrai denoan kerrrenansarr Pernerinlah Kahrrnql.'n /Knta
dan/atau dalam rangka pememrhei-n alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka
penanganan dampak inilasi sesuai ketentuan peraturzrn perunctang-
undangan serta untuk memenuhi aiokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungiawaban belanja bantrran keuangan ditetapkal dalam
peraturan Bupati derrgan berpe<ioman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir
D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023. kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketenttran peraturan
perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penvediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp27.50O.0O0.000.00
bertambah sebesar Rp2O.131.544.869,00 menjadi sebesar
Rp47.631.544.869,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai

berikut:

-94-



PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN.

SiEa t bih

APBD 'Iahun Anggarc.n 2023
(Rp)

Target

7.500 000.000

0

ot,t

Tabr:l l8
Pembiaya,an Daerah

Target Prrubahan
APBD tahun

Anggar.ur 2023
(Rp)

SellBih Target
Perulrehan APBD
Tahu n Anttalan
2023 dan Ta.rget

APBD Tahun
Anglaran 2023

(Rp)

ol dari Seli6ih
Target

Pcrubahan
APBD Tahun

Anggalan 2023
rlan Taiget

APBD Tahun
An!,gara'l 2023

rkt

./o dari Target
APBD Tahun

Anggaran 2023
ilan Realisa8i

Semeater I

APBD Tehun
AnEgaran 2023

t:/,1

8=5:3

AngSaran 'l ahun

Realisasi
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4=:lt2 6=5-2

00 50.I.] 1.544.869

I'

I li. t3l.;44.869 43,230/o

2

o

o

35.000 000.000

35.OOO OOO.OOO 1r,.131.544.86S0 50 131 544 469 43,230/o o

o o o oo

o

0

7.500 000.c00 0 2.500.000.000

0

(5,0oo.o00.o0o) \66,67Vd 0

o 0 2 5D0.OO0.000 166,67o/.1
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0

{5.000.000.000)
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o
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

i. Penerimaan daerah yang dianggarkan Calam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional
5rang dapat dicapai untuk setiap surnber Penerirnaan Daerah dan
berdasarkal pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan Calam Perubahal APBD
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedizrnya dana atas penerimaal daerah dalan jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp35,O0O.000.000,O0 bertambah sebesar Rp 15. 13 1.544.869,00 menjadi
sebesar Rp50. 13 1.544.869,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri
dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula
sebesar Rp35.O00.OOO.OOO,OO bertambah sebesar Rp15. 13 1.544.869,00
menjadi sebesar Rp50. 1 3 f .544.869,00 atau 4,O5oh dari total beranja
daeralr sebesar Rp 1.239.039. 223.237,OO.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Fringsewu harus secara terus-menerus
dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatem penyerapan
anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya
SiLPA pada Tahun Anggaran 2O23 mengjngat Realisasi SiLPA Tahun
^------ - al\aa --l^--- D-<rt rat <A4 o,.t-\ J'tt-\ ^l-.. a oottt )-; .^.^t.1rr!<Bdr arr zv4z nE rJc>.4) ,\Prrv- r .r -r . .J'?- -()\) 2 ,v\) dfd[-r J,<)o/u udr I rrJrdt

belanja daerah sebesar Rp 1 .29 1 . I 14.931 .2O4,OO.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp7.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.0OO.OOO.OOO,OO menjadi
sebesar Rp2.5OO.OOO.OOO,OO terdiri dari Penyertaan Modal Daerah
sebesar Rp2.800.000.000,00 y,ang hanya diuraikan ke dalam objek
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BLIMD)

pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu
men]rusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis
investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen
dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan
Menteri l)aiam Negeri Nomor 52 'lahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penlrrsunan APBD Tahun Anggaraa 2023.

Dalam ha1 jumlah penyertaan modai dirnaksud telah ditetapkan cialam
peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi
jumlah yang tercanttun dalam peraturan daerah tentang penyertaan

modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu lidak perlu
melakukan pembahan atas peraturan daerah dimaksud.
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Keterang
an

r.232.O35.144.237,OO 1.237.O35.l4a.237 .OO
734 sub
kegiatan

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-
KUA dan P-PPAS serta R€rncangan Peratur an Daerah lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Fnggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggarzrn daerah, mulai dari
P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat
Pasal 265 ayat (3i, Pasai 3 i 0 Undarrg-Undaiig iiornor 23 Tahurr 20 i4 teritarig
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat {2), Pasal 89

ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19

tentang Keuangan Daerah serta Pcraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2Ol7 t-entang Tela. Co.ta. Perenca-na-an, Pengendalian da-n Et'' a-lr-rasi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Parljang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Perrrbangrrnan Jangka lvlenengah Daeratr, da,r:r Reflcarra Kerja Pernerirrtah

Daerah.

Jurnlah Alokasi
Anggaran (Rp) l.,APBD

I 122
progra.in

122
pfoga.E progralt!

Ke

Jumlah

Jumlah 242
kegiatan

242
kegiatan

242
kcaiatan

3
Jumlah
Sub

734 Sub
kegiatan

| .237 _O3s.14a.237,OO
734 Sub
kegiatan

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TET.ITANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DA N R,I,NC ANCAN PDRATI.IRAN B U PATI Ttr]'iTAI-JC PE,N"] AI]ARAN PDRUBAI IAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERTI{TAH DAERAH (P-RKPD)
SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P,KUA) DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAI{ SEMENTARA (P.PPAS}

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesttaian Dr.n<rrqrn Keoiqtqrt dqn Srrlr Ve<iqten P^nrcrrloqn Pcratrrrarr haarah
tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No RI(PD
Jumlah Alokasi
Anggdran (Rp) KUA.PPAS

JuIr ah Alohsi
Anggaran (8p)

2_
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KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERT'BAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATI.IRAN BLIPATI TENTANG PEN.]ABARAN PERIJRAHAN ANGGARAN PENDAPA.IAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesuai ketentuan Lampira-u VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu tentang APBD Tahun Anggaran 2O23, sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Daerah sebesa; Rp 1.29 1.498.528.500,00 sedangkar yang
tercantum dalam Rancangan Peratural Daerah Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatal cial Beianja Daerah Tahun Anggaran 2A23 sebesar
Rp 1.239.039 .223.237,OO;

2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunar Daerah
sejumlah 123 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejurrlah I22 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu ager memperhatikan:

1. Jumlah €rnggar€rn dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
hcrsifqf indi'lrqfif aoar dinacfilran trclanir rlaerah qetinn tahrrn rlqnat

dialggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangan,
terutama menyangkut pelaksanaart program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasional.

2. Perubaha,n jumlah prog:am, kegiatan, dan sub kegiatal agar didasarkan pada
hasri pengendalian evaluasi RKPD sampai <iengan triwr.rlan ll, hasii thsrlrtasr
Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS

Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (lKU)
dan Irulika.tor Kinerja Daerah (IKD) sehagairna.na. terttuanr.g r)alart Rsncala
Pembangunan Jangka Menenga-h Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 202 1-

2026.

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan
kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam pen1rusunzrn Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD'

agar berpedoman kepada klasilikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam

Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19 tentang Klasifrkasi,

Kodefikas:r, d m Nomer,lclatur Pererrcanaan Pembangunan dari Ketrangan

Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifrkasi dan validasi Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodefrkasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keualgan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilal<sanakan secara elektronik melalui

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintahan



Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F. 1.a t ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pecloman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Bclania Daerah Tahun Anggaran 2C23.

B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (21,
Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pe;,lerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaiuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranczrngan Peraruran
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Paajang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Keria Pemerintah
Daerah.

C. Dalam rangka penyelenggaraa:r pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, Pemeintah Kabupaten Pringsewu menyediakan pendanaan kegiatan
pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai
beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
ciiubah ciengan Peraturarr Merrteri Daiam Itlegeri Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peratura:r Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 dan
Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 900. 1.9.1/5252/SJ tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Rupati, serta Walo Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2024.

D. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rancangal Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya
Pemerinta]" Kabupaten Pringsewr.r agar berpedoman pacia tahapan dan
jadwal proses pen1rusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan
butir F. 1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 ter.tang Pedoman Penl'usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Da.erah Tahun Anggala- n- 2023.

E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD

dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan
dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasionat'l'ahun 2()2J sesuar dengan

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan/atau dalam rangka
pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru,

produktif dan aman COWD-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek

pemerinta.han, keseha-tan, sosia.l, ekonomi rlan penganggaran belanja wajib

dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan,
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Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, P-KUA dan P-PPAS
disepakati dan Ralcangan Peratural Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Atrggaran 2O23 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat menyesuaikan program, kegiatan
dan sub kegiatan baru.

F. Batas Maksimal Defisit Kabupaten Prirrgsewu pada Perubahan APBD TA
2023 untuk Kapasitas Fiskal Daerah masuk Kategori Sangat RenCah dengal
rasio 0,851 dari Perkiraan Pendapatan Daerah TA 2023, Defisit APBD
sebagaimana dimaksud penjelasan diatas bukan merupakan Defisit APBD
yang dibial,ai dari Perrrbiayaan Utarig Darraii, sebagairrrarr tercairturri daian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: I94{PMK.OT 12022 tentang Batas
Maksirnal Kumtrlatif Defrsit APBD, Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD,
dan Pembiayaan Utang Daerah TA 2023.

G Pemerintah Kahttnaten Pesisir Rarat 4oar menca-ntr-rmk-an Pendanatan
Daerah yarrg terdapat dalam regulasi :

(1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2OI IPMK.OT /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

(2) Peraturan Menteri Keuangal RepuLriik lncionesia Nomor 97 lat,rur\'20'23
tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
Katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran
2023;

l3l Peratrrran Menteri Kettengzn Reor.rblik Indonesia- Nomor a I TahLrn 2O23

Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Pada Pasal 30
disebutkan:
Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2O23 dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala Daerah Provinsi <ian KabupatenfKota men5rusun RKP DtsH

Sawit Tahun Anggaran 2O23 sebagai dasar penggunaal dan
penyaluran DBH Sawit.

b. Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara
sekaligrs hegi Da.eral:t Provinsi da,n Ka-bttpater. f Kota. ya-ng telah
menyampaikan RKP DBH Sawit sebagaimana dirnaksud pada huruf
a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Penyampaian RKP DBFI Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b
diiakukan paling lambat tanggal 3O November 2O23-

d. Dalam hal tangga-t 3O November '2023 beftepalanr dengan han libur
atau hari yang diliburkan, batas wakru penerimaan sebagaimana

dimaksud pada huruf c dilakukan pa.da hari kerja berikutnya.
e. Dalam hai Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan

RKP DBH Sa-wit sampai rlengaa tangEgal 30 November 2023
sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari kefa berikutnya
sebagaimana dimaksud Pada huruf d:

l.PenyaluranDBHsawitdilalrukarrsecarasekaliguspalinglambat
27 Desember 2023; dart
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2. Seluruh DBH Sawit yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran2o24 dan RKP
DBII Sav"it Tahun Anggarar, 2A2l.

H. Terdapat selisih lebih/kurang penganggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat pada

a. Penganggaran DBH sebesar Rp 1.469. 02 5. 000,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus menyesuaikan
anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaral Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp 1 8.274.89 1.OOO,0O.

L n^--^---^-^- nat/ r!^- r,t:-it- --l---^-u. rcrrBar rBBd.r anl lJrr-.\ rtLrlt rlortt' ug Lrgw.l r\P-J.ror.\rJ7.Joz,\Jv
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus menyesuaikan
anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor l3O Tiltun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp I 88.307.499.000,00.

I. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar memperhitungkan
kembali peningkatan anggaran Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp146.969.6 I 4.222,OO menjadi sebesar Rp 153.384.940.950,00
mengingat Realisasi PAD pada tahun sebelumnya dan realisasi sampai
dengan 3l A€n-rstus 2023 masih cukup rendah <iari yang ciianggarkan pada
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

J. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp560.O48.548.264,OO atau
37 ,64"/o diluar tunjangan gui-u yang dialokasikan melalui tambahan
penghasiian $rru (TPG), tur{angan khusus gunr, tunjangan profesi guru
yang bersumber dari TPG. Hal ini belum memenuhi ketentuan butir
D.16.a. l) t ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta-}'run 2022
tentang Pedoman Peeyusunan APBD Tahun Atggaran 2023.

K. Sesuai Srrrat Kepala Cabang Badan Penyeienggara Jaminan Sosial Cabang
Bandar Lampung Nomo; : 1787 /lll-O7 /0923 Tanggal 19 September 2023 Hal
Proyeksi Kebutuhan Kekurangan Perubahan per Kabupaten/Kota,
Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menganggarkan Proyeksi Kebutuhan
Anggaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel:

No Rekening Objek Belanja

APBD TA
2023

Proyeksi
Kebutuhan

anggaran s/d
Desember
2023 lP-
APBD)

I

2

Belanja luran jaminan
kesehatan KP desa

1.800.295.920 1.935.220.080 (1:r4.924,160) Kurang

Belanja Kontiibusi Jarnkes
PBPU BP Kelas 3
Belanja Batrtuan
Jankes PBPU & BP

Iurar

r3.381.200.0OO 24.741-71La0o (11.366.511.80O Kurang

3 741.552.Otfr 780.026.800 (38.474.8q1) Xurang

19 r]20.67a-422 a2 -2A5 .1'? S .722)

Keterarrgzrn

16.734 -902-7m K!ranB

Selisih



L. Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja di 14 OPD pada dokumen
Ranca-ngan Peraturan Daerah dibanCingkan dengan dokumen P-PPAS.
fr^,,-:l-^1,^- ^{^t! -^-F!-- r^-^. Jir^1..-t.^- ^-^r^:r^ .^-.J^-^.I Lrrarrll.,arrarr draq P(,rrEiqra.rrBarr PdBLr ud.Pq.( ulrcij,i,qniiii <iPaUiaa tui(japaL
Keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai
ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak memenuhi Keadaan darurat
termasul: belanja untuk keperluan mendesak, maka pagu anggaran OPD
dimaksud dikembalikan pada pagu P-PPAS dan selisih lebih anggaran
dialihkan untuk mendanai mandatory spending yang belum terpenuhi serta
Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD,
KUA dan PPAS yang menLrnjang pencapaian Prioritas Pembang,-rnan
Kabupaten, Provinsi, dan Ka'bupaten Tahun 2A23 sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

M. Terdapat selisih iebih Belanja Tun;angan Reses DPRD sebesar
Rp504.000.000,0O untuk itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar
menyesuaikan alokasi €mggar€m tersebut sesuai ketentuanr Pasai 6 ayat 6
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O 17 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah
sebagaiinana telah diuba-h dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun
2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077 tentane
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban Dana Operasional.

N. Terdapat selisih tebih Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar
Rp2.060.485.121,00, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus
menyesuaikan besaran alokasi zrnggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badal Penyeienggara Jaminan Sosial sebagaimana teiah Ciubah ciengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 3O, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2O2O. Peraturan Menteri l)atam Negeri
Nomor 70 Tahun 2O2O tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir
D.16.a. 1)j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

O. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kecelekaan Kerja ASN sebesar
Rp432.796.425,61, Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 2O 15 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

sebagaimana teiah dirrbah dengan Peraturan Pemerimah Nomor 66 ay ar 2

Tahun 2017 dan butir D.16.a. 1)j).(6) t ampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.
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P. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebesar
Rp2.186.225.377,O1, Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22
ai'at (1) Pcraturan Pcmcrintah Nomor 7C Tahun 2C 15 icntang ..Iaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2
Tahun 2O17 dan butir D.16.a. 1)j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2O23.

Q. Sekretariat DPRD
a. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD sebesar Rp3.I76.87a.OOO,OO

Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam I (satu) tahun
anggaran dan pelaksana.rnnya dapat dilaksanakan di luar daerah
provinsi paJing banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan
dalam I (satu) tahun anggarall, sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman
Tfigas Anggota Dewan Peru'akilan Rak-vat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018,
Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada
Surat Mendagri Nomor188. 1,i 88O8.r'Sl Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal
Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
pedoman Perr5rusunan Tata Terdb Dewan Perwahilan Raryat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

b. Sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD,
terdaptrt r-ineian belanja perjaianan dinas daiam negeri sebesar'
Rp4.664.130.000,C0
Bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Pringsewu Nomor:
l7O/731/WlSl2O22 tanggal 25 November 2022 tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2O23,
ditetapkarr sebanyai< 13 (tiga belas) rancangan peraturan daerah yang
terdiri da::i:

Inisiatif DPRD sebanyak 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah.

Inisiatif pemerintah daerah sebanyak 6 (enam) ranczurgzrn peraturan
/.toar-h

3 (tiga) rancangan peraturan daerah kumulati-f terbuka.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu baru
menetapkan 5 (lima) peratur€rn daerah yaitu 4 (empat) r€rncangan
peraturan daerah propemperda tahun 2022 dan 1 (satu) rancangan
peraturan daerah P2APBD.

c. Sub kegiatan pembahasan ranc€rngan peraturan daerah sebesar
Rpl.291.743.OOO,OO

R. Tata Naskah Rancaagan PeraJura.n Daerah tentacg Pelubatran Acggarart
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1 Konsiderans Mengingat:
b. angka 8, angka it, angka 33 dan angka 42 dihapus'
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c. tambahkan:
l) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Talun 2023 tentang Ketentuan

Umrrm Pajak Daerah dan Retribusi Daerah fl,cmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

2) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2O22 tentang Rincian
Anggaran Pendapatal dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (l*rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
2r5);

3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 1

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutal<hiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam
Negeri Nomor : 9OO. 1. 15.5- 1317 Tahun 2023;

4) Peraturan Bupati Pringsewu tentang Rencana Perabangunan
Daerah Tahun.....;

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencaltumannya agar
Cisesuaikan dengan hirarki peraruran perunda-ng-undangan.

2. Batang Tubuh
a. Tambahkan Pasal 1 baru yang rnengatur tentang batasan

pengertian atau defrnisi, sing!<atan atau alcronim yang bersifat
umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnva
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

b. Pasal 1 diubah menjadi Pasal 2, Pasal 2 diubah menjadi Pasal 3,
dan seterusnya,
Dengan adanya perubahan Pasal , pengacuan Pasal-Pasa1 agar
menyesuaikan.

c Pasal 9.
1) Huruf d diubah menjadi:

l-arnpira.n IV: REKAPITLTLASI RELANJA DAN KESIISI.TAIAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN
SUB KEGTATAN BESERTA iNDIKATOR DAN
TARGET KINERJANYA;

2) Tambahkan Lampiran X baru
Lampiran X : SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN

DUKUNGAN PROGRAM PRIOzuTAS DAEPAH.
Scsuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2a22 LcnLang Pcdoma,i Pcnir:suna,-: A"-:ggarar: Pcndapaian
dan Belanja Daerah Tahun Anggarat 2023.

Dengan adanya perubahan nomenklatur lampiran, penulisan
lampiran agar menyesuaikan.

d. Pasal 10 diubah menjadi:
Pasal 1O

Bupati menetapkan Peraturan Bupati telltang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai laldasan
operasional pelaksanaan APBD.



II.
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3. Lampiran
a. Lampiran II, agar dicantunkan kolom bertambah/{berkurang) dalam

l, --r,,1- D,,^;^k ID-l ,.1^- f,t---6-i^-- lol-l

b. Lampiran III.
1) Judul diubah menjadi:

RINCIAN PERUBAIIAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN-

2l Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum
perubahan / penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
perubahan/ penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan,
sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2O20 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Penulisan judul lainprran cukup dicantumkan pada halaman
pertama.

c. Judul Lampiran IV diubah menjadi :

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGTATA-I.{, DAhi SUB i(EGiATAIi BESERTA Ii,{DiiGTOR
DAN TARGET KINERJAI.IYA.

d. Tambahkan Lampiran X baru yaitu:
SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM
PRIC)RITAS DAERAH

e. Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI.
f. Lampirar XI diubah menjadi Lampiran XII.
g. Lampiran XII diubah menjadi Lampiran XIII.
h. Lampiran XIII diubah menjadi Lampiral XIV.
i. Lampiran XIV diubah menjacli Lampiran XV dan judul lampiran

diubah menjadi DAFTAR SUB KEGTATAN TAHUN JAMAK (MULTI
YEAR,9.

j. Lampiran XV diubah t ampiran XVI.
lz I ornniron Y\/I'lirrhah I arnniran )a\/[

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTAi\G PENJABARAN PERUBAHAi'I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.
1 . Konsiderans mengingat :

Agar disesuaikarr deng'an hasil koreksi p*da rancarrgaii p€raturail
daerah;

2. Batang tubuh
a. Tambahkan Pasal 1 yang memuat pengaturan batasan pengertian

atau definisi, singkatan atau alronim yang bersifat umum yang
berlaku bagi pasai a&ru beberapa pasal beriiruirrya sesuai leterttuan
Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tehvn 2022-
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b. Agar ditambahkan beberapa pasal yang menguraikan/merinci lebih
lanjut terhaC.ap ketentuan Pasa-l 2 rErnc€rngan peraturan bupati,
setelah ditambahkan maka urutzln pasal-pasal berikutnya
menyesuaikan.

c. Pasal 1 diubah menjadi Pasal 2, Pasal 2 diubah menjadi Pasa-l 3, dan
seterusnya,
Dengan adanya perubahan Pasal, pengacuan Pasal-Pasal agar
menyesuaikan.

d. Pasal 2 nomenklatur judul lampiran diubah dengan menambahkan 4
(empat) lampiran baru yaitu [.ampiran X, XI, XII, dan XIII sehingga
menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

1. LAMPIRAN I zuNGKASAN PENJABARAN
PERUBAHAN APBD YANG
DIKLITSIFIKASI MENURUT
I'FT AIMPAI/ IE'NIq rlR IE'I' T]ANI

RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN
OB]EK, PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN;
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS. OBJEK, DAN
RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN. BELANJA. DAN
PEMBIAYAAN;
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PE}.IERIMA, DAN BESARAN HIBAH;
DAFTAR NAMA PENEzuMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL;
DAF'TAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAI\
BERSIFAT KHUSUS;
DAFTAR NAMA PENERIMA, AI-AMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL;
zuNCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OB'EK, DAN
RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN
OR'EK PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN;
zuNCtAN DBH-SDA PERTAMBANGAN
MIT{YAK BUMI DAN PERTAMBANGAN
GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT
URUSAI.I PEMERII{TAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGTATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCI,AN OBJEK, DAN

2. LAMPIRAN II

4. LAMPIRAN IV

5. I,A.MPIRAN V

7, LAMPIRAN VII

6. LAMPIRAN VI

8. LAMPIRAN VIII

3. LAMPIRAN III



9. LAMPIRAN IX

SUB RINCIAN OB]EK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
SINKRONISASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH KAEIUPATEN
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD DAN
R,TNCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS
PERBATASAN NEGARA;
REKAPITULASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
YANG DISAJIKAN BERDASARKAN
SUMBER DANA;
DAFTAR ALOKASI ANGGAPJ.N DANA
KAFITASI PER FKTP;
DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA
BOS PER SEKOLAH;
FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH
DAERAH MENGANGGARKAN
BARANG DAN JASA SERTA BELANJA
MODAL BERUPA PRODUK DALAM
NECERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI (TKDN).

10. LAMPIRAN X

11. LAMPIRAN XI

12. LqMPIRAN xII

13. LAMPIRAN XIII

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 teIrtalrg Pedoman PenJrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanla
Daerah TahunAnggaran 2 02 3

3. Lampiran
a. Lampiran II

1_l Penulisan judul lamoiran cukup dicantumkan pada halaman
pertama lampiran.

2) Kolom penjelasan, agar mencantumkan:
a) Dasar hukum pendapatan.
b) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar

hulflrl, lokgsi subr kegiatan da:r bela-nja J.ang bersi{at khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.

c) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
pcncrim.aan pcmbiayaan, da:: tujual pcngclua;'an pcmbiai'aan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Judut Lampiran III diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA,

ALAMAT PENEzuMA, DAN BESARAN HIBAH.

c. Judul Lampiran IVdiubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA,
ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSTAL.

d. Judrrl Lampiran V diubah menJadi DAFTAR NAMA PENERIMA,

ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BAT{TI.IAN KETIANGAN

BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.

e.JudrrlLampiranVldiubahmenjadiDAI.-TARNAMAPENERIMA,
ALAMAT PdTtBzuUA, DAN BESARAN BELANJA BAGIH ASIL'
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f. Judul Lampiran VII diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI
KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BEI.ANJA DAN PEMBIAYAAN;

g. Judul l,ampiran VIII diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA
PERTAMBANGAN MII.IYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS
ALAM/TAMBAHAN DBH-MIIIYAK DAN GAS BUMI MENURUT
URUSAN PEMEzuNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN
RINCTAN OR]EK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BET-ANJA DAN PEMBIAYAAN;

h. Judul Lampiran IX diubah menjadi SINKRONISASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH PERBATASAN DAIAM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;

i. Agar dicantumkan Lampiran X sampai dengan Lampiran XIII sesuai
Pasal 3 ranc€rng€rn peraturan bupati.
Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2O22 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.

S. Penganggaran pendapatal, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O23 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini,
tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GI'BERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI
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